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ABSTRAKSI

Penulis melakukan penelitian terhadap peranan pengendalian intern perkreditan

dalam pemberian kredit modal keija di Bank Jabar kantor cabang Sumedang

dimaksudkan untuk mencoba mempelajari dan menilai peranan pengendalian intern atas

pemberian kredit guna menunjang tercapainya kolektibilitas kredit yang sehat, sedangkan

maksud dan tujuan yang hendak dicapai adalah Untuk mengetahui peranan pengendalian

intern atas pemberian kredit terhadap prosedur yang ditetapkan, Untuk mengetahui

pengaruh atas diterapkannya sistem pengedalian intern yang memadai atas pemberian

kredit modal keija guna menunjang tercapainya kolektibilitas kredit yang sehat, Untuk

mengetahui relevansi antara teori yang dipelajari selama kuUah dengan realisasi yang ada

pada lembaga keuangan bank mengenai penerapan pengendalian intern perkreditan

terhadap pemberian kredit modal keija.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian kepustakaan dan

penelitian study lapangan, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan

observasi, wawancara dan dengan menggunakan daftar pertanyaan.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa struktur organisasi bank Jabar cabang

Sumedang telah memperlihatkan pemisahan tlingsi dan pembagian tugas yang jelas

sedangkan sistem dan prosedur pemberian kredit modal keija meliputi beberapa tahap

yaitu tahap persiapan kredit, analisis, realisasi, administrasi & laporan kredit dan supevisi

kredit. Prosedur pencatatan dan dokumen administrasi serta pengawasan yang cukup,

tingkat kolektibilitas kredit lancar diatas 95%, tetapi dalam hal persetujuan pemberian



kredit tidak terdapat pelimpahan wewenang dalam jumlah tertentu kepada kasie kredit

juga tidak memiliki Account OfiScer sehingga segala pelayanan kredit dilakukan oleh

kasie kredit, pada administrasi penatausahaanya menggunakan komputer tetapi kartu

primanota masih dibuat untuk memback up secara manual.

Dari uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Pengendalian intern perkreditan terhadap pemberian kredit modal keija pada Bank

Jabar kantor cabang Stimedang sudah cukup memadai.

2. Kolektibilitas kreditnya juga sudah cukup baik yaitu diatas 95%.

3. Pengendalian intern perkreditan atas pemberian kredit modal keija khususnya dapat

membantu terciptanya kolektibilitas kredit yang baik sehingga dapat tercapai tujuan

utamanya yaitu imtuk meningkatkan proGtability dan kelangsungan hidup dari bank

itu sendiri.

Secara garis besar sistem pengendalian intern perkreditan pada Bank Jabar

cabang Sumedang sudah sukup memadai tetapi dalam hal ini penulis menyarankan :

1. Agar kegiatan pemberian kredit lebik cepat dan efisien diberikan wewenang kepada

kasie kredit untuk memberikan persetujuan kredit dalam jumlah tertentu.

2. Untuk meringankan tugas kasie kredit hendaknya Bank Jabar cabang Sumedang

memiliki Account OfBcer,

3. Sebaiknya Bank Jabar cabang Sumedang merubah sistem penatausahaannya menjadi

benar-benar terkomputerisasi dan merekrut pegawai yang benar-benar ahli

dibidangnya sehingga kartu primanota tidak perlu dilakukan lagi karena hal ini akan

membuat pekeijaan lebih baik, efektif dan efisien.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Fenelitian.

Pembangunan ekonomi suatu negara disamping memerlukan program

pembangunan yang terencana dan terarah untuk mencapai sasaran pembangunan, faktor

lainnya adalah dibutuhkannya modal/dana pembangunan yang cukup besar. Peningkatan

pembangunan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi perlu ditunjang dengan

peningkatan dana pembangunan. Umumnya suatu negara mengalami keterbatasan dalam

menyediakan dana pembangunan, untuk itu diperlukan mobilisasi dana dari masyarakat.

Dalam hal ini bank telah memainkan peranannya yang amat menentukan bagi pengaturan

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat termasuk produksi dan perdagangan di

semua sektor ekonomi untuk memobilisasi dana tersebut. Terlebih-lebih lagi dimasa

pembangunan yang memerlukan investasi besar-besaran seperti sekarang ini.

Tidak dapat dipungkiri betapa pentingnya peranan bank selaku lembaga keuangan

dalam mendorong kemajuan ekonomi suatu bangsa. Sebagai lembaga keuangan, bank

adalah lembaga yang mencetak dan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran yang

syah. Ketentuan umum yang melandasi kegiatan dari bank dan lembaga keuangan adalah

Undang-Undang RI No. 7 th 1992 tentang perbankan bahwa bank adalah badan usaha

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.



Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting peranannya dalam

masyarakat adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan

jasa-jasa dalam lalu lintas pembc^aran dan peredaran uang. Disini dapat kita lihat

betapa pentingnya kaitan antara bank dengan uang, oleh karena pada dasaraya bank

suatu lembaga yang berniaga uang. Dari definisi atau keterangan tentang peranan

bank tersebut diatas, bisa kita simpulkan peranan ataupun fungsi bank dalam masyarakat,

ymtu:

a. Sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat.

b. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atas

sebagai lembaga pemberi kredit.

c. Sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.

Jadi tegasnya bank mempunyai tiga fungsi pokok yang amat berkaitan dengan

kegiatan uang dan kesemuanya itu adalah digunakan untuk melancarkan seluruh aktivitas

keuangan masyarakat. Berbagai aktivitas bank yang dilakukan dalam memberikan

fesilitas pelayanan kepada masyarakat, apabila dilihat dari aktivitasnya maka dapat dibagi

sebagai berikut:

1. Aktivitas keuangan dan kliring
2. Aktivitas pemberian kredit, misalnya:

- Kredit investasi

- Kredit modal keija permanen, dll.
3. Aktivitas penarikan ̂ a, antara lain:

-Giro

- Tabungan
- Tabanas/Taska

- Sertifikat

- Deposito beijangka
- Dana Bank Indonesia, dll.



4. Aktivitas penjualan jasa-jasa lainnya, misalnya:
-Inkaso

- Emisi efek

- Pemberian jaminan bank
- Usaha transfer

- Pembukaan L/C (Letter of Credit)
- Menyewakan loket-loket, dll.

5. Aktivitas pembelian, penyimpanan dan penjualan, misal:
- Valuta Asing
-Efek, dll.

(10: 20)

Laju perekonomian yang terus meningkat dan semakin banyaknya orang

meTTibntiiblfan dana untuk investasi maupun untuk modal keija, sehingga bermunculan

berbagai bank yang menawarkan berbagai pelayanan dan kemudahan kredit serta fasilitas

menabung dengan berbagai hadiah yang menarik, dalam hal ini persaingan yang ketat

antar bank tidak dapat dielakan lagi, dalam persaingan yang ketat tersebut diperlukan

kehati-hatian bank dalam hal pemberian kredit.

Masalah yang timbul dari pemberian kredit ini adalah antara pemberi prestasi dan

peneiima prestasi kembali itu tersangkut suatu masa tertentu yang abstrak artinya tidak

dapat diraba, karena masa itu abstrak maka timbulah suatu tingkat risiko sehingga bank

hams benar-benar menyakini bahwa prestasi itu atau fasilitas yang diberikannya itu akan

kembali lagi pada masa yang ditentukan. Artinya selama kredit beijalan bank merasa

uangnya aman, jadi dengan melihat profitability dari kredit tidak diabaikan segi-segi

safety kredit tersebut.

Dari uraian tersebut dipandang penting suatu pengendalian intern yang memadai

sebagai upaya preventip dalam mengamankan pemberian kredit yang disalurkan bank.



Pengamanan kredit menipakan suatu mata rantai kegiatan bank. Langkah pengamanan

ini dimulai dari sejak bank merencanakan untuk memberikan kredit.

Langkah-langkah pengamanan ini dilakukan sedemikian rupa oleh karena dalam

pemberian kredit terkait suatu degree of risk. Berarti usaha pengamanan adalah untuk

memperkecil risiko yang mimgkin timbul, dalam hal ini diharapkan dapat menunjang

kelancaran pengembalian kredit, pokok berikut bunganya atau tercapainya kolektibilitas

kredit yang sehat.

Pengamanan kredit merupakan aspek yang paling penting dalam manajemen

kredit. Karena proses pengamanan beijalan terus-menerus, berulang-ulang dan

mengkaitkan suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya.

Jadi pengamanan kredit merupakan suatu mata ranttu kegiatan yang tidak

terputus, dijalankan terus-menerus dalam rangka menjamin kelangsungan usaha bank.

Setiap bank seperti halnya setiap badan usaha, tujuannya tidaklah hanya mencapai

keuntungan besar, tetapi tujuan yang lebih penting adalah berusaha untuk dapat

mempertahankan kelangsungan hidup. Salah satu alat yang dapat digunakan adalah

pengendalian intern yang diterapkan secara berkesinambungan.

Setiap perusahaan umumnya membutuhkan modal keija untuk membiayai

operasinya sehari-hari, bantuan modal keqa yang diberikan bank dipergunakan

perusahaan secara luas seperti pembelian bahan-bahan baku, bahan penolong dan biaya-

biaya produksi lainnya (upah, biaya pengepakan, biaya distiibusi dsb). Modal keija

tersebut tidak nampak secara fisik karena dipakai untuk perputaran usahanya sehingga

bantuan modal keija memiliki resiko yang cukup tinggi dan dengan demikian perlulah



kiranya pihak bank berusaha untuk memperkecil resiko tersebut dengan suatu sistem

yang disebut dengan pengendalian intern.

Berdasarkan hal tersebut diatas mendorong penulis untuk mengambil judul:

" Peranan sistem pengendalian intern perkreditan terhadap pemberian kredit

modal keija pada Bank Jabar kantor cabang Sumedang".

Sesuai dengan judul yang penulis pilih, maka masalah yang akan dibahas adalah

sebagai berikut:

a. Apakah sistem pengendalian intern atas pemberian kredit hu ada dan telah diterapkan

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Sejauh mana pengaruh atas diterapkannya sistem pengendalian intern yang memadai

terhadap pemberian kredit modal keija.

1.2. Maksud dan Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang penelitian serta identifikasi masalah tersebut,

maka penelitian dimaksudkan untuk mencoba mempelajari dan menilm peranan

pengendalian intern atas pemberian kredit guna menunjang tercapainya kolektibilitas

kredit yang sehat khususnya untuk kredit modal keija. Sedangkan Maksud dan tujuan

yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui peranan pengendalian intern atas pemberian kredit terhadap

prosedur yang diterapkan.

2. Untuk mengetahui pengaruh atas diterapkannya sistem pengendalian intern yang

memadai atas pemberian kredit modal keija guna menunjang tercapainya kolektibilitas

kredit yang sehat.



3. Untuk mengetahui relevansi antara teori yang dipelajari selama kuliah, dengan

realisasi yang ada pada lembaga keuangan bank mengenai penerapan pengendalian

intern perkreditan terhadap pemberian kredit modal keija.

1.3. Manfaat Penelitian

Dari data dan informasi yang berhasil dikumpulkan dari basil penelitian maka

diharapkan manfaatnya bagi:

1. Manfaat bagi penulis, dapat menambah pengetahuan tentang perbankan khususnya

dalflm hal pengendalian intern bank atas pemberian kredit, selain itu untuk

mengembangkan pengetahuan penulis dalam menyusun karya ilmiah.

2. Kegunaan bagi bank, dapat memberikan bahan masukan yang berguna bagi bank

untuk menganalisa sampai sejauh mana peranan pengendalian intern atas pemberian

kredit guna menunjang kolektibilitas kredit yang sehat, sehingga dapat mencapai

tujuan yang telah ditetapkan.

3. Bagi pembaca, semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut dan

dapat dimengerti oleh berbagai pihak misalnya nasabah bank dapat mengerti prosedur

dari pemberian kredit khususnya dalam hal kredit modal keija.

1.4. Kerangka Femikiran

Kemajuan pembangunan dan pesatnya laju perekonomian telah melahirkan

perusahaan-perusahaan besar dan menengah yang semakin berkembang. Perusahaan-

perusahaan tersebut memerlukan dana investasi maupun modal keija yang besar. Dalam

hal ini pemerintah selain membiayai pembangunan di berbagai sektor juga memberikan



suntikan dana kepada perusahaan-perusahaan tersebut dengan kredit yang dibenkan

melalui bank-bank pemerintah.

Berbagai upaya yang dilancarkan pemerintah untuk terus meningkatkan

perekonomiannya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan

salah satunya melalui bank-bank pemerintah yang memberikan &silitas kredit dengan

prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan bank sesuai dengan kebijaksanaanya

untuk mendorong para pengusaha baik pengusaha kecil, menengah maupun pengusaha

besar yang tujuannya adalah untuk memperluas atau meningkatkan usahanya.

Seperti yang telah disebutkan pada ad. 1.1 (latar belakang penelitian) tentang

peranan bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokok dan sumber penghasilan

utamanya adalah bunga dari dana yang disalurkan berupa kredit. Dalam hal ini sudah

tentu banyak masalah yang timbul, salah satu masalah yang paling dominan adalah kredit

macet karena pemberian kredit terkait dengan adanya waktu sehingga mengandung

lisiko. Oleh karena itu pemberian kredit ini merupakan hal yang penting untuk

diperhatikan, sedangkan disisi lain persmngan usaha antar bank semakin ketat sehingga

dituntut pelayanan yang cepat, efektif dan efisien.

Dalam memecahkan masalah yang dihadapi dirasakan perlu adanya suatu alat

bantu yang dapat mengurangi lisiko tanpa mengurangi pelayanan, sistem pengendalian

intern pemberian kredit yang memadai akan dapat membantu manajemen dalam menekan

risiko tanpa hams menggunakan prosedur pemberian kredit yang berbelit-belit sehingga

mengurangi pelayanan yang diberikan. Pengendalian intern yang memadai menumt Prof.



Dr. H. S. Hadibroto dan Drs. Oemar Witarsa dalam bukunya Sistem Pengawasan Intern

dijelaskan sebagai berikut;

1. Suatu bagan organisasi yang memungkinkan pemisahan fungsi yang tepat.
2. Sistem pemberian wewenang serta prosedur pencatatan yang layak agar tercapai

pengawasan akuntansi yang cukup atas aktiva, hutang-hutang, basil dan biaya.
3. Praktek yang sehat hams diikuti dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap bagian

organisasi dan
4. Pegawai yang kualitasnya seimbang dengan tanggung jawabnya.

Sedangkan pengendalian intern atas pemberian kredit yang dikemukakan oleh

Drs. La Midjan,Ak dalam bukunya "Sistem Akuntansi Banl^', adalah sebagai berikut:

1. Perlu disusun pemisahan fungsi antara:
■ Pembahasan kredit

■ Penyelenggaraan kredit
■ Pengawasan kredit.

2. Pada tahap pembahasan/analisa kredit hams diperhatikan:
■ Business standing calon nasabah
■ Peraturan-peraturan ekstem dan intem (Bl/pemerintah)
■ Supervisi l^edit hams dilaksanakan
■ Pembahasan/analisa kredit didasarkan pada aspek-aspek; market, manajemen,

keuangan, hukum dan agunan, hal lainnya yang memperhatikan 5C of credit
yaitu capital, condition, character, capacity, dan collateral.

■ Pembahasan/analisa kredit hams atas proyeksi yang "pesimistis" untuk
menjaga kemungkinan pengamh dari keadaan intem dan ekstem pemsahaan.

3. Realisasi kredit

■ Berdasarkan schedule dan budget
■ Dilihat peijanjian kredit maupun proyeksinya
■ Ijin-ijin telah ada
■ Persyaratan telah dipenuhi.

4. Pengawasan kredit
Dengan 2 cara yaitu:

■ Pasif, dalam hal ini nasabah menyampaikan laporan mengenai keadaan
pemsahaan.

■ Aktif, yaitu pihak bank melakukan peninjauan ke tempat usaha nasabah untuk
menilai proyek dari segi; teknik (produksi), penjualan, keuangan, administrasi
dan Iain-lain.

(10:36)



Dalam hal ini pemberian kredit baik untuk investasi maupun untuk modal keija

sama-sama memiliki tingkat resiko, tetapi penulis lebih tertarik pada penulisan tentang

kredit modal keija karena semakin banyak perusahaan yang membutuhkan suntikan

modal keija untuk kegjatan operasinya, disamping itu dana yang disalurkan bank melalui

kredit modal keija tersebut tidak terlihat secara fhysik melainkan dari perputaran

usahanya selama masa kredit modal keija itu beijalan. Sehingga dalam hal ini bank

dituntut untuk berhati-hati dalam pemberian kredit tersebut, tujuan usaha dari bank itu

adalah untuk meningkatkan profitability, maka bank memerlukan suatu sistem

pengendalian yang memadai untuk mengamankan penyaluran kreditnya juga untuk

kelancaran kegjatan perkreditan yang merupakan kegjatan utama dari usahanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik suatu hipotesis bahwa:

" Sistem pengendalian intern yang memadai memegang peranan yang penting

terhadap pemberian kredit modal keija".

1.5. Metodologi Penelitian

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan data yang diperlukan

dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk

memperoleh data dengan cara mengumpulkan buku-buku ilmiah wajib dan buku-

buku ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan

maupun berdasarkan pengetahuan-pengetahuan penunjang lainnya yang penulis

peroleh selama mengjkuti perkuliahan.
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2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan

data dan informasi langsung ke objek penelitian dengan melakukan wawancara

langaing pada beberapa pihak yang berkepentingan dan melakukan observasi,

yaitu mengamati aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan.

1.6. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian tersebut dOakukan pada Bank Jabar kantor cabang

Sumedang di jalan pangeran geusan ulun no. 89 Sumedang.

1.7. Sistematika Pembahasan

Pembuatan sistematika dimaksudkan agar susunan pembahasan saling berkaitan

dan mendukung satu sama lain, sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas

bagi pembaca, adapun sistematikanya ditentukan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat sekilas uraian tentang latar belakang penelitian,

maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran,

metodologi penelitian, lokasi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB n Tinjauan Pnstaka

Dalam bab ini mencakup pengertian pengendalian intern, definisi

pengendalian intern, tujuan pengendalian intern, prinsip-prinsip pengendalian

intern, keterbatasan pengendalian intern. Pengertian kredit, aiti dan fimgsi

kredit, Jenis-jenis kredit, Pengertian dan jenis-jenis kredit modal keija,

pengertian dan jenis-jenis kolektibilitas kredit, prosedur pemberian kredit.
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Pengendalian intern perkreditan, Peranan pengendalian intern perkreditan

terhadap pemberian kredit modal keija.

BAB in Metodologi Penelitian

Dalam bab ini dibahas mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi,

kegiata" operasional perusahaan dan metode penelitian yang dilakukan pada

Bank Jabar cabang Sumedang.

BAB IV HasO dan Pembahasan

Dalam bab ini dibahas tentang Prosedur pemberian kredit umum khususnya

kredit modal keija pada Bank Jabar cabang Sumedang yang terdiii dari

prosedur persiapan kredit yang terdiri dari tahap pendahuluan dan tahap

permohonan kredit, prosedur analisa kredit yang terdiri dari tahap

identifikasi dan appraisal, prosedur realisasi kredit, prosedur administrasi dan

laporan kredit serta supervisi kredit yang terdiri dari tahap pengenalan

proyek, implementasi dan komersiil serta tugas supervisi kredit dan

pelaksanaan supervisi kredit. Pembahasan sistem pengendalian intern

pemberian kredit terhadap prosedur pemberian kredit khususnya kredit

modal keija pada Bank Jabar Cabang Sumedang yaitu penilaian terhadap

struktur organisasi, persiapan kredit, analisa kredit, pemutusan kredit,

realisasi kredit, administrasi dan laporan kredit serta supervisi kredit.

Peranan sistem pengendalian intern perkreditan terhadap pemberian kredit

umum khususnya kredit modal keija pada Bank Jabar cabang Sumedang.
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BAB V Rangkuman Keseluruhan

Pada bab ini merupakan rangkuman dari keseluruhan masalah yang telah

dibahas.

BAB VI Simpulan dan Saran

Dalam bab ini merupakan aklur dari penulisan skripsi yang berisi simpulan

dan saran yang merupakan tindak lanjut dari identifikasi masalah dan

pembsdiasan serta manfaat yang dapat diambil bagi perusahaan yang diteUti.



BAB n

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pengendalian Intern.

2.1.1. Definisi Pengendalian Intern.

Pengertian pengendalian intern menurut AICPA yang diteijemahkan Dr. Zaki

Baridwan, M.Sc.,Ak .Dengan menggunakan istUah pengawasan intern, sebagai berikut:

**Pengawasan intern itu mdiputi struktur organisasi dan semua cara-cara
serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan
dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan,
memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi
di dalam operasi, dan membantu menjaga dipatubinya kebijaksanaan
manajemen yang telab ditetapkan lebib dabulu.**

(3; 13)

Deskripsi yang terdapat dalam norma BEPEKA pada hakekatnya juga hampir

sama meskipun rumusannya agak berbeda, yaitu sebagai berikut:

**Sistem pengendalian intern itu meliputi struktur organisasi serta segala
cara dan tindakan yang dikoordinasikan untuk mengamankan efisiensi
operasi yang mendorong ditaatinya kebijaksanaan pimpinan yang telab
ditetapkan.**

(18:59)

Untuk melengkapi bahan perbandingan dibawah ini rumusan Prof. Hadibroto dan

Drs. Oemar Witarsa, dengan menggunakan istilah sistem pengawasan intern, adalah;

**Sistem pengawasan intern merupakan suatu sistem pengawasan yang
terdiri dari beberapa unsur, yaitu : uusur rencana orgauisasi, unsur sistem
otorisasi dan prosedur pencatatan yang mampu untuk mengadakan
pengawasan akuntansi terbadap barta benda, kewajiban basil dan biaya;
unsur praktek yaug sebat untuk dilaksanakau dalam penunaian tugas pada
tiap bagian organisasi, dan unsur mutu personalia yang memadai sesuai
dengan tanggung jawabnya.**

(18: 59)
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Dari definisi-definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa sistem pengendalian intern

meliputi struktur organisasi serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasikan

yang diiaksanakan oleh suatu perusahaan, untuk melindungi harta miliknya, menjaga

ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi dan

dapat mendorong ditaatinya kebijaksanaan perusahaan yang telah ditetapkan.

2.1.2. Tujuan Pengendalian Intern

Tujuan yang hendak dicapai dari pengendalian intern adalah:

1. Melindungi harta kekayaan perusahaan
2. Memeriksa ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi
3. Meningkatkan efisiensi operasi perusahaan
4. Mendorong dipatuhinya kebijaksanaan pimpinanan

(4: 101)

Ad 1. Melindungi harta kekayaan perusahaan

Dalam pengertian yang sempit berarti mencegah usaha-usaha penyelewengan

yang disengaja, sekarang pengertian diperluas termasuk mencegah kesalahan

administrasi yang tidak disengaja, misalnya perkalian, salah penjumlahan, kurang

dalam faktur dan semacamnya.

Ad 2. Memeriksa ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi

• Data dipercaya karena dapat dipakai oleh pihak ekstem maupun berbagai

pihak yang berkepentingan.

* Data dipercaya karena dapat dipakai untuk kepentingan intern perusahaan,

data bisa dipakai untuk menentukan tindak lanjut tentang produksi, penjualan

pengukuran, efisiensi dan Iain-lain yang pada prinsipnya data dapat dijadikan

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Bila data tidak dapat dipercaya
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suatu analtsa tidak perlu dilakukan, sebab hanya akan menghasilkan suatu

kesimpulan yang salah.

Ad. 3. Memngkatkan efisiensi operasi perusahacm

Agar operasi perusahaan tetap lancar pada kapasitas yang maksimal, kemquan-

tcfmajiian dalam penjualan selalu diimbangi dengan kemajuan-kemajuan dalam

pelayanan. Penyempumaan-penyempumaan dibidang organisasi dan prosedur-

prosedur selalu dilakukan setiap periodik dan selalu dievaluasi kelemahan-

kelamahannya. Organisasi selain berfungsi melancarkan operasional juga

beifungsi mengendalikan efisiensi. Dengan ditetapkannya dewsi-devisi atau

hagian-hagian yang ada didalam suatu organisasi sebagai pusat-pusat

pftrtanggungjawaban, maka para kepala devisi atau kepala bagian memperoleh

tugas pengawasan efisiensi.

Ad 4. Mendorong dipatuhir^ kebijaksanaan mancgemen

Tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang akan mudah

dicapai apabila kebijaksanaan-kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan,

dipatuhi atau dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak j^g ada pada

organisasi ters^ut, kepatuhan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan

manajemen tidak muncul dengan sendirinya melainkan melalui suatu proses

pembinaan.

Sedangkan menurut Alvin A. Arens dan James K. Loebecke dalam bukunya

"Auditing an Integrated Approach" mengemukakan tujuan-tujuan pengendalian intern

sebagai berikut:
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1. Recorded transactions are valid (Validity).
2. Transactions are properly authorized (Authorization).
3. Existing transactions are recorded (Completeness).
4. Transactions are properly valued (Valuation).
5. Transactions are properiy classified (Classifications).
6. Transactions are recorded at the proper time (Timing).
7. Transactions are properly included in subsidiary records and correctly

summarized (posting and summarization).
(1: 272)

Jadi suatu pengendalian intern bukanlah dimaksudkan untuk menghilangkan

semua Vemnngldnan tcijadinya kesalahan atau penyelewengan tetapi sistem pengendalian

intern yang metnadai akan dapat menekan atau memperkecil teijadinya kesalahan dan

penyelewengan dalam batas-batas yang layak dan kalaupun kesalahan atau

penyelewengan teijadi dapat diketahui dan diatasi dengan cepat. Dalam kaitannya dengan

sistem peibankan pengendalian intern pun memiliki tujuan yang sama, seperti halnya

setiap badan usaha, tujuannya tidaklah mencapai keuntungan yang besar, tetapi tujuan

yang lebih penting adalah berusaha untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup.

Karena tugas pokok bank adalah dalam pemberian kredit maka pengamanan kredit

merupakan fimgsi yang penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Bila

langkah-langkah pengamanan beijalan baik, maka prekreditan itupim akan beijalan baik;

sebaliknya bila langkah-langkah pengamana kredit lemah, diduga terdapat banyak kredit-

kredit yang bermasalah.

2.1.3. Prinsip-Frinsip Pengendalian Intern.

Untuk dapat melaksanakan pengendalian intern dengan baik perlu diperhatikan

prinsip-prinsip pengendalian intern, yaitu:

1. Perlunya pegawai yang kapabel dan dipercaya untuk melaksanakan tanggung jawab
yang sesuai dengan kecakapannya, pengalamannya dan kejujurannya.
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2. Perlunya pemisahan wewenang dari berbagai fungsi operasionil, fungsi penyimpanan,
fungsi administrasi.

3. Perlunya pengawasan yang continue oleh atasan yang bertanggung jawab atas hal
pekeijaan pegawai tersebut.

4. Perlunya penetapan tanggung jawab secara perorangan yang jelas, hal ini akan
memberikan penganih psychologis yang posi^ bahwa tugas-tugas itu akan lebih
diperhatikan sehingga para pegawai akan bekeija lebih seksama.

5. Perlu terdapat mekanisme pemeiiksaan otomatis berdasarkan prosedur-prosedur yang
routine.

6. Perlu adanya pencatatan yang seksama dan segera atas semua transaksi-transaksi
intern yang mempunyai akibat ekonomis/finansiil.

7. Perlu adanya peralatan-peralatan yang berguna untuk penjagaan secara physik
misalnya ruang khasanah mesin-mesin cash register dan seterusnya.

8. Perlu adanya pemCTiksaan oleh petugas-petugas yang bebas dari pekeijaan eksekutif
yang routine dan dilakukan secara objektif.

(12; 24)

Menurut Theodoras M. Tuanakotta dalam bukunya Auditing petunjuk

pemeriksaan akuntan publik, menjdnggung 3 persyaratan yang haras ada dalam Sistem

Pengendalian Intern yang memadai, yaitu;

a. Prosedur.

Pertama-pertama haras ada prosedur tertentu dan prosedur ini haras dijalankan,
prosedur yang telah ditentukan tetapi tidak dijalankan sebenarnya tidak ada arti apa-
apa dari segi pengendalian, perhatian bukannya saja haras diberikan kepada apa yang
direncanakan, tetapi juga pada pelaksanaan rencana-rencana tersebut.

b. Pelaksana.

Syarat ke 2 adalah bahwa prosedur yang telah ditetapkan itu dilaksanakan oleh orang-
orang yang cakap (competent). Kecakapan meliputi kombinasi dari keahhan,
pengetabuan, ketelitian dan adanya wewenang yang cukup.

c. Pemisahan Tugas.
Pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan oleh orang yang cakap saja tidak cukup.
Jika seorang menjalankan beberapa prosedur yang satu sama lainnya bertentangan,
maka sistem pengendalian intern tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

(20: 97)

Dari uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa untuk dapat menciptakan

pengendalian intern yang memadai perlu diperhatikan piinsip-prinsip dari pengendalian

intern itu sendiri, yaitu:
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1. Pertama-tama hams ada prosedur yang dijalankan sesuai dengan yang telah ditentukan

2. Perlunya pegawai yang cakap, berpengalaman dan jujur

3. Perlunya pemisahan fiingsi yang jelas dan pengawasan kontinue oleh atasannya

4. Perlu terdapat mekanisme pemeriksaan otomatis serta adanya pencatatan yang

seksama dan segera atas semua transaksi

5. Pemeriksaan secara objektif oleh petugas yang bebas dan pekeijaan eksekutif, secara

routine.

2.1.4. Keterbatasan Pengendalian Intern

Betapapun baiknya sistem pengendalian intern yang dihasilkan oleh sistem

^iqint-ansi yang telah disusun dengan baik, pada pelaksanaannya tidak akan berjalan

dengan baik apabila tidak didukung oleh antara lain personil yang berkualitas dan

memadai, sebagai akibat kelemahan faktor personil im, sistem pengendalian intem ini

akan menjadi tidak bermanfaat, seperti yang diungkapkan oleh Teguh Pudjo Muljono

bukunya Bank Auditing Petunjuk Pemeriksaan Intem Bank bahwa hal-hal yang

dapat memperlenuih sistem pengendalian intem adalah, sebagai berikut:

1. "Collusion berupa kerjascana yang tidak sehat
Keija sama yang tidak sehat d^at diartikan dengan kata lain yaitu persekongkolan.
Hal ini dapat memsak sistem pengendalian intem sebagaimanapun baiknya. Keijasama
yang tidak sehat mencerminkan rencana dan prosedur pemsahaan mempakan tulisan
diatas kertas belaka.

2. Mental, personil yang bermental tidak baik
Karena pelaksanaannya adalah manusia yang memiliki kelemahan maka banyak teijadi
kebobolan pada sistem pengendalian intem yang secara teoritis sudah 'baik",

3. Biaya
Yaitu biaya tenaga dan alat-alat yang memungkinkan akan memberatkan pemsahaan
dalam menerapkan sistem pengendalian intem.

(12: 98)
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Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh La Midjan dan Azhar Susanto dalam

bukunya sistem infoimasi akuntansi 1 bahwa keteibatasan dari sistem pengendalian intern

itu adalah collusion, mental personil dan biaya.

Dengan demikian maka dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang memperlemah

sistem pengendalian intern itu collu^on, personil yang bermental tidak baik serta biaya

yang lebih besar dari manfaat yang diberikan sehingga akan memberatkan perusahaan

dalam menerapkan sistem pengendalian intern itu sendiri.

2.2. Pengertian Kredit

2.2.1. Arti dan Fungsi Kredit

Arti kredit

Kredit berasal dari bahasa yunani "credere" yang berarti kepercayaan (trust atau

faith). Karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaaiL Dengan demikian seseorang yang

memperoleh kredit pada dasamya adalah memperoleh kepercayaan.

Dalam U.U. RI. No. 7 tahun 1992 tentang perbankan mengemukanan pengertian

kredit sebagai berikut:

<*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga,
imbalan atau pembagian basil keuntungan".

(19: 121)

Sedangkan menurut Drs. Muchdarsyah Sinungan dalam bukunya Dasar-Dasar

dan Tekmk Manajemen Kredh mengemukakan pengertian kredit sebagai berikut;
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"Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak
Iain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang
akan datang disertai dengan suatu kontrak prestasi berupa bunga**.

(16: 3)

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kredit itu

merapakan prestasi yang diberikan oleh pihak bank yang dalam pengembaliannya sesuai

dengan jangka waktu sesuai dengan peijanjian antara pemberi dan penerima prestasi

tersebut disertai dengan kontrak prestasi berupa bunga.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka unsur-unsur yang ada di dalam kredit adalah:

1. Kepercayaan.

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi (uang, jasa atau barang) yang

diberikannya akan benar-benar diterimanya kembali dimasa tertentu yang akan datang.

2. Waktu.

Bahwa antara pemberian prestasi dan pengembaliannya dibatasi oleh suatu

masa/waktu tertentu.

3. Degree of risk.

Pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat

dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontrak

prestasi yang akan diterima dikemudian hari.

4. Prestasi.

Yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa atau uang.

Dalam perkembangan perkreditan di alam modem ini maka yang dimaksudkan dengan

prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.
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Fungsi Kredit

Menurut Muchdarsyah Sinungan dalam bukunya dasar-dasar dan teknik

manajemen kredit, fungsi kredit didalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan

keuangan dalam garis besamya adalah sebagai berikut;

1. Kredit dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang.
2. Kredit meningkatkan utility (daya guna) suatu barang.
3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4. Kredit menimbulkan kegairahan usaha masyarakat.
5. Kredit sebagai stabilitas ekonomi
6. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional
7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi intemasional.

(16:5)

Sedangkan fungsi kredit menurut Drs. H. Hadiwidjaja, Akuntan dan Drs. Ec.

R. A. Wirasasmita, MS adalah sebagai berikut;

1. Kredit dapat memajukan arus alat tukar barang dan jasa
2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran
3. Kredit dapat dijadikan alat sebagai pengendali harga
4. Kredit dapat mendptakan alat pembayaran baru
5. Kredit dapat mengaktiflcan dan meningkatkan faedah-faedah atau kegunaan, potensi

dan ekonomi yang ada.
(6:5)

Dari uraian tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa fungsi kredit adalah:

1. Untuk meningkatkan daya guna modalAiang dan barang

2. Sebagai pengendali harga dan pembayaran baru serta untuk meningkatkan alat

pembayaran itu sendiri

3. Dapat meningkatkan dan mengaktiflcan stabilitas ekonomi

4. Untuk meningkatkan pendapatan nasional

5. Dapat meningkatkan gairah usaha masyarakat
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2.2.2. Jenis-Jenis Kredit

Pada dasamya kredit hanya satu macam saja bila dilihat dari pengertian yang

terkandung didalamnya. Akan tetapi untuk membedakan kredit menurut faktor-Mtor

dan unsur-unsur yang ada dalam pengertian kredit, maka diadakanlah pembedaan-

pembedaan kredit yang dapat kita ba^ berdasarkan;

• Sifat penggunaan kredit

• keperluan kredit

• jangkawaktu kredit

• cara pemakaian

• jaminan.

Jeois kredit menurut sifat penggunaan
1. Kredit konsumtif

2. Kredit Produktif

Jenis kredit menurut keperluannya.
1. Kredit produksi/eksploitasi
2. Kredit perdagangan

Sesuai dengan namanya, kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan
pada umunmya yang berarti peningkatan utility of place daii sesuatu barang.
Kredit perdagangan ini dapat diba^ dua yaitu:
a. Kredit perdagangnan dalam negeri
b. Kredit perdagangan luar negeri atau lebih dikenal dengan kredit ekspor impor.

3. Kredit Investasi.

Jenis kredit menurut jangka waktu
1. Kredit jangka pendek
2. Kredit jangka menengah
3. Kredit jangka panjang

Jenis kredit menurut cara pemakainnya
1. Kredit rekening koran bebas.
2. Kredit rekening koran terbatas.
3. Kredit rekening koran Afloped.
4. Revolving credit.
5. Term Loan.
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Jenis kredit menurut jaminannya
Jenis/macam kredit ini pada umumnya terbagi dua yaitu:
■ Unsecured Loans(kredit tanpa jaminan, sering juga disebut kredit blanko).
■ Secured Loans (kredit dengan jaminan).

(16: 10)

Jenis kredit menurut Soediyono Reksoprayitno dalam bukunya Prinsip-Prinsip

Dasar Manajemen Bank Umum adalah s^agai berikut:

1. Kredit komsumsi/konsumen

2. Kredit Produksi/produsen
A. Jenis-jenis kredit produsen berdasarkan bidang usahanya:

1. Kredit usaha dagang
2. Kredit usaha tani

3. Kredit usaha perkebunan
4. Kredit 'real estate' dst.

B. Jenis kredit produsen berdasarkan fungsi pembelanjaan:
1. Kredit investasi

2. Kredit candak kulak

3. Kredit modal keija, dst.
C. Jenis kredit produsen berdasarkan jaminannya;

1. Kredit kolateral, yaitu kredit dengan jaminan surat berharga
2. Kredit dengan jaminan aktiva tetap
3. Kredit tanpa jaminan, dst.

(14: 164)

Berdasarkan Jenis-jenis kredit dari kedua pendapat tersebut maka dapat diambil

kes'mpulan bahwa jenis kredit menurut sifat penggunaanya secara umum terdiri dari :

Kredit konsumsi dan kredit produksi, Jenis-jenis kredit itu pun dapat dibedakan lagi

menurut keperluannya, jangka waktu, cara pemakaian serta menurut jaminannya, seperti

jenis kredit dibawah ini:

■ Kredit produksi dan perdagangan

■ Kredit jangka pendek, menengah dan panjang
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■ Kredit rekening koran bebas, afloped, revolving credit dan term loan

■ Kredit dengan jaminan dan tanpa jaminan.

2.2.3. Pengertian dan Jenis-Jenis Kredh Modal Kerja.

Sebelum menguraikan tentang pengertian dan jenis kredit modal keija akan

HilfftiniiVakan terlebih dahulu mengenai pengertian modal keija itu sendiri. Pengertian

modal keqa dapat dikemukakan dalam beberapa konsep, yaitu sebagai berikut:

1. Konsep kuantitatif.
Konsep ini mendasarkan pada kuantitas dari pada dana yang tertanam dalam unsur-
unsur aktiva lancar, dimana aktiva ini merupakan aktiva yang sekali berputar kembali
dalam bentuk semula. Dengan demikian modal keija mennrut konsep ini adalah
kesehiruhan daripada aktiva lancar.

2. Konsep kualitatif.
Pada konsep kualitatif ini pengertian modal keija juga dikaitkan dengan besamya
jumlah hutang lancar atau Imtang yang harus segera dibayar. Dengan demikian maka
sebagian dari aktiva lancar ini harus disediakan untuk memenuhi kewajiban keuangan
yang harus segera dilakukan. Oleh karenanya modal keqa menurut konsep ini adalah
sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai
operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya yaitu yang merupakan kelebihan
aktiva lancar diatas hutang lancamya.

3. Konsep fungsionil.
Konsep ini mendasarkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan pendapatan,
Himana setiap Atknn yang Higiinalcan dalam perusahaan adalah untuk menghasilkan
pendapatan.

(15 :49)

Maka pengertian dari kredit modal keija yaitu kredit yang diberikan oleh bank

kepada debitor untuk memenuhi kebutuhan modal keqanya. Knteria dari kebutuhan

kredit modal keija yaitu kebutuhan yang habis dalam satu cycle usahanya, hal ini kalau

dilihat dalam neraca perusahaan akan uang kas^ank yang ditambah dengan piutang

dagang ditambah dengan persediaan baik persediaan barang jadi, persediaan bahan dalam

proses dan persediaan bahan baku.
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Secara lebih spesifik bentuk kredit modal keija ini antara lain:
• Untuk kre^t perdagangan, antara lain;

- kredit leveransir

- Kredit ekspor
- Kedit unti^ pertokoan

• Untuk bidang industri
- kredit modal keija pabrik makanan
- Kredit modal keija pabrik tekstil, dsb.

• Untuk bidang perkebunan
- kredit untuk membeli pupuk
- Kredit untuk membeli obat-obatan anti hama dsb.

• Kredit untuk kontraktor bangunan
• Kredit modal keija untuk perbekalan/service station dsb.

(13; 26)

2.2.4. Pengertian dan jenis-jenis kolektibilitas kredit

Didalam Kamus Perbankan yang diterbitkan Lembaga Perbankan Indonesia

mendefinisikan kolektibilitas kredit sebagai berikut:

**Kolektibilitas adalah keadaan tentang kelancaran atau kemungkinan
pembayaran angsuran pinjaman pokok dan bunganya.**

(11: 64)

Sedangkan menurut Teguh Pudjo Muljono dalam bukunya Manajemen

Perkreditan ba^ Bank Komersiil mendefinisikan kolektibilitas sebagai beiikut:

^'Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok
dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya
kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau
penanaman lainnya.**

(13:545)

Dari kedua defirusi tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa kolektibilitas

kredit, merupakan tingkat pengembalian/pembayaran angsuran pinjaman pokok dan

bimga oleh nasabah dari dana untuk fasilitas yang diberikan kepada nasabah.
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Pengelompokan kredit berdasarkan keadaan dan kelancarannya sangat perlu

Hiialfiilfan riftmi kclancaran tugas-tugas pengamanan fesilitas-fasilitas yang telah diberikan

kepada para nasabah, sehingga sikap dan cara-cara menghadapi nasabah pun akan dapat

sedemikian rupa dengan kelancaran kreditnya. Untuk itulah bank hams

mengelompokan kredit berdasarkan kolektibilitas sesuu dengan maksud pengamanan,

maka kolektibilitas kredit dapat (tigolongkan pada:

■ Kredit lancar

■ Kredit kurang lancar
■ Kredit diragukan
■ Kredit macet

(17: 128)

2.2.5. Prosedur Pembeiian Kredit

Dalam mekanisme pemberian kredit terdapat beberapa tahap yaitu:

a. Tahap perslapan kredit

Pada tabap ini bank mengumpulkan data dan informasi mengenai pemohon, dunana

sumber-sumber informasi kredit diperoleh dari laporan/informasi dari pemohon kredit,

informasi dari record bank dan sumber laiimya. Untuk memperoleh informasi atau

data tentang sipemohon kredit berbagai cara dapat dilakukan yaitu:

1. Interview dengan peminta kredit.

Interview hams dilakukan dengan cara-cara yang simpatik dan objekti^ dua hal

penting yang hams secara jelas diketahui dari interview ini adalah mengenai tujuan

penggunaan kredit dan bagaimana rencana pengembalian kredit tersebut. Didalam

buku Strate^ dan Operasional Bank karangan Prof. Dr. Faisal AflBflf., Spec.,Lic.,

Drs. Yoso, Dra. Rosti, Leli Savitri., SE., dan Iwan Mulyana SB., Account officer
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merapakan petugas bank yang pekeijaannya mencari, melayani, dan membina

nasabah bank serta membuat laporan dari setiap ke^tannya. Jadi dalam hal ini

interview dengan peminta kredit dilakukan oleh Account oflBcer , dimana tugas

dari Account Officer meliputi:

■ Orientasi kredit marketing

■ Melayani permohonan kredit

■ Wawancara

■ Call program (kunjungan ke perusahaan/kepenjaminan serta)

■ Analisis kredit (dengan prinsip SO)

■ Trade rhecldng (mengecek keadaan usaha nasabah melalui konsumen atau

supplier atau saingan usaha)

■ Pembinaan kredit

2. Inspeksi usaha nasabah.

Inspeksi ketempat usaha nasabah memegang peranan yang penting dalam

memperoleh informasi yang diperlukan, tujuan dari inspeksi usaha nasabah ini

diantaranya adalah untuk mengetahui kebenaran keterangan tentang bidang usaha

ti^gahflh izin usahanya, akte perusahaan dan sebag^ya, penelitian tentang lokasi

d^n site perusahaan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan keadaan usaha

nasabah untuk pertimbangan pemberian kredit.

3. Penilaian neraca dan laba rugi perusahaan.

Ini merupakan penil^an fektor-fektor keuangan yang sangat penting. Penilaian

terhadap neraca dan laba rugi perusahaan sangat perlu dalam pertimbangan
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pemberian kredit hal ini dimaksudkan bila teijadi penagihan-pena^an hutang

sewaktu-waktu atau paling sedikit hams dipenuhi dalam waktu singkat maka

komponen-komponen current assets dapat secepatnya dikonversikan menjadi uang

sebingga kewajiban-kewajiban current dapat segera terpenuhi tanpa adanya

kesulitan.

b. Tahap analisis kredit

Pada tahap analisis kredit tujuan utamanya adalah memperoleh keyakinan apakah

nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk membayar dalam pembayaran

angsuran pokok maupun bunganya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

oleh bank. Prinsip-prinsip dasar yang secara umum hams diteliti didalam analisis

kredit adalah formula 5C of Credit, sebagai berikut;

1. Character:

■ Latarbelakangpemohon

■ Dikenal (referensi)

■ Tingkahlaku

2. Capacity

■ Kemampuan/reputasi usaha

■ Kemampuan/reputasi manajemen

3. Capital

■ Keadaan struktur kapital

■ Kebutuhan kredit

■ Bonafiditas
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4. Collateral

■ Kondisijaminan

■ Marketable

5. Condition of Economy

■ Ekonomi stabil/inflasi

■ Kebijaksanaan pemerintah

Sedangkan aspek-aspek usaha yang dianalisis, yaitu:

1. Aspek Umum

■ Bentuk, nama, dan alamat perusahaan yang pasti

■ Susunan manajemen perusahaan nasabah

■ Line of Bussiness (bidang usaha)

■ Social standing

■ Keterangan tentang buruh/tenaga keija.

2. Aspek Teknis

■ Keterangan tentang kapasitas mesin/peralatan (design capacity)

■ Perkembangan usaha dan tingkat kapasitas riil

■ Lokasi dan kedudukan perusahaan

■ Supply bahan baku

■ Rencana usaha.

3. Aspek ekonomis/komersial

■ Pemasaran dan keadaan harga

■ Persaingan
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4. Aspek Financial

Aspek ini seringkali disebut sebagai intisari analisis kredit. Karena hal-hal yang

dibahas meliputi:

■ Neraca dan laba ru^

■ Analisis biaya dan pendapatan

■ Kalkulasi kebutuhan kredit (akan dibahas secara terpisah setelah pembahasan

ini)

5. Aspek Jaminan

Dalam penilaian jaminan diperhatikan tentang:

■ Jundah dan nilainya

■ Status dan kepemilikan

■ Daya tahan dan Marketibility

■ Cara-cara pengikatanya.

Analisis kebutuhan modal keria

Untuk usul-usul kredit modal keqa, petugas kredit hams melakukan analisis kebutuhan

modal keija sebagai dasar menetapkan jumlah kredit yang akan diberikan dengan

menggunakan beberapa pendekatan antara lain;

a. Untuk kredit produksi, ekspor, perdagangan dan Iain-lain usaha yang kegiatan

perputaran modalnya beijalan tems-menems secara tetap sesuai dengan kapasitas

yang dimiliki serta kemampuan pemasarannya, perhitungan modal keqa dapat

mftnggiinakan pendekatan berdasarkan jumlah ratio/hari atas activity ratio's dari
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angka-angka neraca dan daftar laba nigi nasabah yang sudah dinilai kewajarannya

dalam bentuk, misalnya:

Analisis kebutuhan modal keria:

Net Trade Cycle

Dcy Receivable: Piutang x 360hari = ban
sales

Day Inventory I Inventory x 360hari = hari
Harga Pokok Penjualan

Day Payable: Hutane Daeane x 360 hari = hari
Harga Pokok Penjualan

(-)

Net Trade Cycle = hari

Proveksi Kebutuhan Kredit Modal Kerja

Proyek modal keija tahun depan (tahun depan)
Net Trade Cvcle x HP x (100%+ x%) =

360

Modal keija yang tersedia (tahun beijalan) :
Current Assets - Current Liabilities =

Kebutuhan Modal Keija =
Catatan: x% persentase peningkatan sales yang direncanakan.

b. Untuk kredit usaha musiman, kredit industri konstruksi dan Iain-Iain kredit uang

bersifat transaksional, hendaknya menggunakan pendekatan berupa cash flow

protectioTL Pendekatan ini disamping dipakai imtuk mengukur berapa banyak

kebutuhan modal keija yang diperlukan juga untuk mengukur waktu penggunaan

kredit yang diberikan.

c. Tahap keputusan kredit
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Setelah kredit dianalisis dUakukan pemutusan kredit, putusan kredit dilakukan oleh

Direktur. Akan tetapi sesiiai dengan prinsip organisasi tentang delegation of authority,

seringkali untuk suatu jumlah tertentu direktur memberikan wewenang kepada bagian

kre<ht untuk memutuskan sendiri jumlah pemberian kredit, misalnya sampai batas Bp.

10 juta dapat diputuskan sendiri oleh kepala bagian kredit. Diatas jumlah tersebut

berarti berada dibawah wewenang Direktur. Jumlah wewenang tersebut dapat lebih

besar atau lebih kecil lagi tergantung perkembangan perusahaan dan kemampuan/skill

pejabat-pejabatnya.

d. Tahap Pelaksanaan dan Administrasi kredit

PftlaVgflnaan/rfifllisasi kredit mempunyai arti penarikan atau pemakaian uang oleh

Pelaksanaan kredit dilakukan setelah dilakukan peijanjian kredit terlebih

dahulu, hal-hal yang tertera dalam akad kredit/peijanjian kredit adalah sebagai berikut:

1. Maksimum kredit

2. Jangkawaktu kredit

3. Keperluan kredit

4. Bunga/Prowsi

5. BeaMaterai

6. Bentuk kredit

7. Cara penarikan dan cara perlunasan

8. Jaminan Kredit (dikemukakan secara terpeiinci mengenai jumlah jaminan, nilai

jaminan dan status kepemilikannya serta cara pengikatan jaminan tersebut)

9. Asuransi jaminan kredit

10. Ketentuan-ketentuan tambahan, seperti cara penarikan kredit, laporan tentang

keadaan keuangan, laporan perkembangan usaha dan Iain-lain.
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Setelah pelaksanaan kredit, maka bank hams mengatur administrasinya dengan bmk,

sehingga memudahkan bagi bank untuk mengikuti perkembangan kredit tersebut demi

ngflhfl pengamanan. Untuk kepentingan Direksi atau kantor pusat maka pejabat

administrasi haras mempersiapkan bentuk-bentuk laporan balk berapa formulir laporan

maupun kartu-kartu. Bentuk laporan yang diperlukan antara lain:

1. Kartu Induk Debitur. Yang berisikan hal-hal, seperti: Nama dan alamat perasahaan,

bidang usaha, susunan pengurus, nomor dan tanggal akad kredit, dan Iain-lain.

2. Laporan pemberian kredit. Dibuat secara bulanan untuk diajukan kepada Direksi guna

mengetahui jumlah kredit, sektor-sektor usaha yang dibiayai, jangka waktu kredit,

bunga dan provisi serta bentuk dan syarat disposisi kredh dan sebagainya.

3. Laporan realisasi dan mutasi kredit. Laporan ini dimaksudkan imtuk melihat

perkembangan usaha debitur, baik yang menyangkut realisasi usahanya seperti

produksi, penjualan dan stock, juga ingin mengetahiu perputaran keuangan yang

disalurkan melalui rekeningnya demikian juga pembayaran bunganya.

Hal lain yang sangat penting diperhatikan adalah pemeliharaan filing. Tentang filing ini

seringkali diabaikan oleh bank sehingga kelancaran pekeijaan sering terganggu karena

penyimpanan surat tidak beraturan.

e. Tahap pengawasan kredit

Dalam rangka pengamanan fasilitas kredit, bank melakukan pengawasan yang

seksama atas peijalanan kredit, baik secara keseluruhan maupun secara individual per

nasabah/debitur, apakah pelaksanaan pemberian kredit sesuai dengan rencana yang
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disusun atau tidak. Pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank dapat bersifat aktif

dapat pula bersifat pasif.

Pengawasan aktif, dilakukan dengan pengawasan on the spot yaitu ditempat usaha

para debitur, sehingga secara langsung akan dapat diketahui segala masalah yang

timbul.

Pengawasan pasif, dilakukan melalui penelitian laporan-laporan tertulis yang

dilakukan debitur seperti laporan keadaan keuangan (dari neraca dan laba rugi),

laporan penyaluran keuangan (daii mutasi rekening pinjaman), laporan aktivitas (dari

keadaan stock dan perkembangan usaha) dan sebagainya.

(16: 85-148)

2.3. Pengendalian Intern Perkreditan.

Menurut Teguh Pudjo Muljono dalam bukunya "Bank Auditing Petunjuk

Pemeriksaan Intern Bank" mengemukakan bahwa pengendalian intern perkreditan harus

mencakup:

1. Bank harus memiliki pedoman/manual of operation dibidang perkreditan.
2. Manual of operation tersebut harus dipakai secara memadai.
3. Para pejabat kredit mempuiqrai pengetafauan/kecakapan yang sesuai dengan masing-

masing tugas dan tanggung jawabnya.
4. Terdapat pembagian wewenang untuk pemutusan pemberian kredit.
5. Antara kredit analis (loan ofiScer) dan account ofBcer diadakan pembagian keija yang

tegas.

6. Peralatan yang cukup untuk menyimpan dokumen-dokumen perkreditan secara aman
dan tertib.

7. Didalam bank yang bersangkutan tidak terdapat broker-broker/calo-calo untuk
pengurusan permohonan kredit.

8. Diadakan mutasi pegawai/pejabat secara teratur.
9. Bank memiliki lawyer/penasehat hukum yang bonafide/tingg^ reputasinya.
10. Bank yang bersangkutan mempunyai langganan notaris/public accoimtant/consultant

yang bonafide dan mempunyai reputasi tinggi.
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11.Dalam memberikan kredit bank secara aktif melalui project identifikator untuk
memilih nasabah-nasabah yang bonafide.

12. Dalam memberikan kredit bank yang bersangkutan mengadakan disentraiisasi sektor
ekonomi.

13. Khusus untuk proyek yang besar penilaian barang jaminan dilakukan oleh perusahaan
appraisal.

14. Bank yang bersangkutan menerima laporan keuangan posisi stock, laporan kegiatan
usahanya dari nasabah secara teratur minimum 1 bulan satu kali.

15. Laporan keuangan dari para debitur yang besar selalu diaudit oleh public accountant.
16. Dalam penyusunan Term of refference dalam penunjukan konsultan bank ikut aktif

didalamnya.
17. Inspeksi on the spot ketempat usaha para debitur dilakukan secara teratur dan

terencana.

18. Dalam penetapan suku bunga kredit hams terdapat diversifikasi bunga menurat
resiko atas kre(^ yang akan dibetikannya.

19. Didalam pemberian kredit secara tertib/periodik diadakan penilaian kolektibilitas para
debitumya.

20. Tingkat kolektibilitas nasabah para debitumya diatas 95%.
21. Dalam bank yang bersangkutan tidak terdapat suatu group nasabah yang memperoleh

berbagai krecht dalam jun^ah yang relative besar.
22. Kredit yang dibeiikan selalu ̂ tutup dengan jaminan kebendaan yang memadtu.
23. Setiap jaminan kredit ditutup assuran^ya dengan bankers clause.
24. Bank yang bersangkutan mengusahakan bank to bank information atas calon-calon

nasabah debitumya.
25. Rekening koran debitur nasabah selalu dikirim ke nasabah secara teratur sehingga

memiingkinkan untuk diadakan rekonsiliasi secara teratur oleh nasabah.
26. Semua kredit yang diberikan dibuat ikatan peijanjian kredit yang lengkap.
27. Semua dokumen-dokumen ash, sertifikat-sertifikat barang jaminan dan 1^-lain

(tisimpan dalam strong-room yang tahan api.
28. Sistem pengarapan dari bermacam-macam dokumen yang menyangkut perkreditan

diarsipkw secara sistematis.
29. Waktu yang diperlukan untuk menghitung bunga dan pembuatan nota debetnya tidak

lebih dari tiga hari setelah saat berakhiraya periode perfaitungan bunga yang
bersangkutan.

30. Setiap peijanjian kredit yang akan jatuh tempo telah diproses
penyelesaianiqra/perpanjangan seMngga tidak ditemui adanya overdue.

(12:101)

2.4. Feranan Sistem Pengendalian Intern Peiicreditan Terhadap Pemberian Kredit

Modal Keija.
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Seperti.yang telah diterangkan diatas bahwa kredit yang telah diberikan oleh bank

mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank hams memperhatikan asas-asas

perkreditan yang sehat. Faktor penttng adalah keyakinan atas kemampuan dan

kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan peijanjian. Untuk

inemperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit, bank hams melakukan

penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha

debitur.

Dalam hal penilaian atas pemberian kredit, pemberian kredit modal keija sebagai

salah satu fasilitas kredit yang diberikan oleh bank memiliki perhatian yang sama dengan

kredit umum lainnya, hanya yang lebih spesifik dari kre<Ut modal keija adalah

pemakaiannya dari kredit itu sendiri karena kredit modal keija digunakan untuk usaha

perusahaan yang habis satu atau dua kal' proses produksi, sehingga memiliki risiko

tinggi pada pihak bank. Untuk mendukung upaya tersebut diatas, maka peranan

pengendalian intem perkreditan sangat penting karena ber&ngsi sebagai panduan dalam

pelaksanaan semua kegiatan yang berkaitan dengan perkreditan yang sehat dan

menguntungkan bagi bank. Dengan adanya sistem pengendalian intern perkreditan maka

bank diharapkan dapat menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat secara lebih

konsisten dan berkesinambungan.

Sistem pengendalian intem perkreditan juga bertujuan untuk mengoptimalkan

pendapatan dan pengendalian risiko bank dengan cara menerapkan asas-asas perkreditan

yang sehat. Disamping itu dengan penerapan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern
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perkreditan secara konsekuen dan konsisten diharapkan bank dapat terhindar dari

kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab

dalam pemberian kredit khususnya pemberian kredit modal keija.

Pengendalian intern perkreditan itu dilaksanakan dari mulai persiapan kredit

sampai dengan pengawasan setelah kredit disalurkan serta pemisahan fungsi pun memiliki

peranan yang penting didalanmya. Hal ini dapat diurmkan sebagai berikut:

1. Pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi persiapan kredit, fungsi pelaksanaan dan

fungsi pengawasan dimaksudkan untuk mengliindaii perangkapan tugas yang akan

menimhulkan collusion dan penyalahgunaan wewenang, dimana pemisahan fungsi dan

penetapan tanggung jawab tersebut diduga akan memperkecil kemungkinan teijadinya

collusion.

2. Pengendalian intern pada tahap p^iapan kredit adalah kegiatan dimana bank

mengumpulkan data atau informasi baik dari pemohon kredit itu sendiii, laporan

record bank atau pun sumber lainnya, cara yang dilakukan untuk memperoleh

data^ormasi tersebut yaitu;

a. Interview dengan peminta kredit hal ini penting untuk mengetahui tujuan

penggunaan kredit dan bagaimana cara pengendaliannya.

b. Inspeksi usaha nasabah, tujuannya adalah untuk melihat kebenaran dari informasi

yang didapat pada saat interview apakah kredit modal keija yang dimintanya itu

digiinalcan dengan sebaik-baiknya, selain hu untuk menjaga hubungan antara bank

dengan nasabah.
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c. Penilaian neraca dan laba rugi penisahaan, penilaian ini melihat kekuatan current

assets hams paling sedikit 1,75 kali lipat dari current liabilUities. Hal ini

dimaksudkan apabila teijadi penagjhan-penagihan hutang sewaktu-waktu atau

paling sedikit hams dipenuhi dalam waktu singkat, maka komponen-komponen

current assets dapat secepatnya dikonversikan menjadi uang, sehingga kewajiban

current dapat segera terpenuhi tanpa adanya kesulitan.

3. Penilaian analisa kredit yang dikenal dengan formula SC dan piinsip-prinsip dasar

pertimbangan kredit menumt aspek hukum, teknis, ekonomis/komersial. lunanndal

dan aspek jaminan. Dalam hal kredit modal keija penekanan analisa yaitu pada fidctor

liquiditas pemsahaan, cash flow dan jenis usahanya. Hal ini mempakan kegiatan yang

paling penting karena apabila teijadi kesalahan dalam menganalisa, maka kelancaran

dari pemberian kredit dapat diragukan karena kemungkinan diduga bisa teijadi

penyimpangan.

4. Pelaksanaan kredit/realisasi kredit.

Pengendalian intern dalam pelaksanaan/realisasi kredit termasuk administra^

didalamnya dilakiilcan hank secara baik dan tujuannya untuk memudahkan bank dalam

mengjkuti perkembangan kredit tersebut demi usaha pengamanan.

5. Supervisi/pengawasan kredit.

Dalam rangka pengamanan &silitas kredit, bank melakukan pengawasan yang

seksama atas peijalanan kredit baik secara keselumhan maupun secara indiwdual per-

nasabah/debhur, apakah pelaksanaan pemberian kredit khususnya pemberian kredit
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modal keija telah sesuai dengan rencana yang disusun atau tidak. Pengawasan kredit

yang dilakukan bank dapat bersifat aktif dapat pula bersi&t pasif.

Dalam rangka pengamanan kredit, perlu diambil langkah-langkah untuk

mengkategorikan kredit berdasarkan kelancarannya. Karena itu kredit-kredit yang ada

hams dikumpulkan dan disusun kriteria-kriteria tentang ma^g-masing keadaannya. Titik

tolak yang terpenting dalam menentukan apakah kredit beijalan lancar atau tidak adalah

^pakflh pemenuhan kew^iban-kewajiban bempa pembayaran bimga, angsuran dan

setoran-setoran beijalan lancar atau tidak.

Dampak dan pada sistem pengendalian intern perioreditan khususnya terfaadap

pemberian kredit modal keija adalah dapat terlihat daii kolektibilitas kredit yang

diperolehnya selama masa pemberian kredit. Sehingga maksud dari mengelompokan

kredit berdasarkan kolektibilitas adalah untuk memudahkan bank melakukan pengawasan

fiisilitas kredit yang diberikannya, sehingga setiap keadaan kredit akan dapat diikuti

secara baik. Bilamana kredit tidak dikelompokan seperti yang telah diuraikan pada point

2.2.4 (pengertian dan jenis-jenis kolektibilitas kredit) maka sulh bag^ bank untuk

mengetahui mana kredit yang lancar dan mana kredit yang tidak lancar atau macet.

Untuk mengetahuinya terpaksa hams diadakan penelitian satu per satu debitur. Hal iiu

memakan waktu biaya dan traaga. Sehingga menjadi tidak efisien. Dengan

pengelompokan cara ini sekaligus akan dapat dihitung jumlah pembayaran bunga yang

diterima secara efektif. Hal ini sangat erat kaitannya dengan sistem pengendalian intem

yang dijalankan pada bank tersebut dimana tujuan dari pada sistem pengendalian intern
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yang memadai tersebut adalah untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan

efisien.

Dari uraian diatas maka dapatlah dilihat bahwa sistem pengendalian intern

perkreditan memiliki peranan yang penting terhadap pemberian kredit modal keija,

berkaitan dengan pengamanan kredit yang pada hakekatiqra pengamanan kredit itu

adalab imtuk memperkecil risiko kredit, karena setiap kredit pasti mengandung risiko

kredit dan menjadi tugas pengamananlah untuk memperkecil risiko tersebut, salah satu

solusi untuk memperkedl risiko tersebut adalah dengan penerapan pengendalian intern

perkreditan dan menjalankan prosedur yang telah ditetapkaa Kredit yang mempunyai

profitability yang tinggi adalah tujuan setiap bank, tetapi kredit itupim hams safe.

Disamping sebagai upaya preventip pengendalian intern perkreditan pun memiliki

peranan yang penting guna meningkatkan suatu tingkat kolektibilitas kredit yang sehat

sesuai dengan yang diharapkan khususnya untuk pemberian kredit modal keija yang

secara fisik tidak terlihat sehingga diduga memiliki risiko yang cukup tinggi terhadap

kelancaran pengembaliannya
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OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. OBJEK PENELITIAN

Dalam kehidupan perekonornian, bank memegang peranan yang sangat penting

selaku lembaga keuangan yang membantu pemerintah untuk mencapai kemakmuran.

Sebag^ lembaga pemberi kredit maka kegiatan utama dari bank adalah perkreditan dan

keberhasilan suatu bank tergantung sebagian besar dari usaha perkreditannya.

Dua fimgsi pokok yang saling berkaitan dari kredit tersebut adalah:

• Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang

ditarik dari pemungutan bunga.

• Safety, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar

teijamin sehingga tujuan profitability dapat benar-beoar tercapai tanpa hambatan-

hambatan yang berarti.

Bank selaku lembaga kredit melepaskan uangnya untuk kedua tujuan diatas dan

dalam rangka mencapai tujuan itulah maka seluk-beluk ke^atan bank untuk menjamin

rentabilitas serta penjagaan posisi likuiditas perlu dilakukan dengan seksama dan

mencapai keuntungan dengan aman adalah tujuan setiap usaha.

Untuk mendukung teijaminnya tujuan safety dan profitability tersebut bank

menggunakan suatu alat yang dinamakan pengendalian intern, pengendalian intern yang

diterapkan dengan baik akan meminimalkan resiko kredit.
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Karena hal tersebut itulah penulis memilih kxedit sebagai objek penelitian yang

dalam hal ini peranan pengendalian intern perkreditan dalam hubungannya dengan

pemberian kredit modal keija.

3.1.1. Sejarah singkat BPD Jabar cabang Sumedaog

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat cabang Sumedang diresmikan

pendiriannya pada bulan april 1967. Bank ini merupakan cabang dari BPD Jawa Barat

yang kesepuluh dari duapuluh kantor cabang yang tersebar diseluruh kotamadya dan

kabupaten di Jawa Barat.

Sesuai dengan keputusan Mentri Kaiangan no. D/15/6/3/14, tanggal 30 mei 1968

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat cabang Sumedang mulai beroperasi penuh

sebagai kantor cabang, karena sebelum tahun 1968 BPD Jabar cabang Sumedang ini

hanya merupakan perwakilan dari kantor pusat BPD Jawa Barat yang berkedudukan di

Bandung.

Bank Jabar cabang Sumedang mempunyai misi untuk mendorong usaha-usaha

pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional, turut mendorong tingkat

pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, berperan

sebagai motivator, dinaimsator, stabilisator pembangunan daerah, sebagai sumber

pendapatan asli daerah.

Adapun fungsi dari Bank Jabar cabang Sumedang ini adalah sebagai;
I

1. Bank Pembangunan Daerah

2. BankUmum I
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3. Pemegang kas daerah

4. Penyalur subsidi gaji dan pensiun pegawai daerah otonom.

Sedangkan kegiatan usahanya meliputi:

1. Menerima simpanan dalam bentuk giro, tabungan (tabanas, tanda mata, simpeda,

tabungan amal ibadah ), deposito, dll.

2. Memberikan kredit jangka pendek, jan^ menengah, jangka panjang, kepada

perusahaan-perusahaan untuk keperluan pengembangan, rehabilhasi dan modemisasi.

3. Memberikanjaminan bank, melayani kiriman uang, inkaso danjasa-jasa bank lainnya.

4. Mengadakan keija sama antar bank dan lembaga keuangan lainnya.

5. Penyertaan

6. Menjalankan usaha-usaha bank lainnya sq)anjang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.2. Stniktur organisasi dan uraian kerja Bank Jabar cabang Sumedang.

Untuk mencapai tujuan organisasi, maka penyusunan stniktur organisasi hams

dibuat secara sederhana, efektif serta bekeija secara efisien, penyusunan stniktur

organisasi yang tidak tepat mengakibatkan simpang siumya tata laksana pekeijaan, hal ini

dapat membahayakan karena batas-batas tanggung jawab menjadi kabur. Oleh karena

perkreditan mempakan usaha pokok bank, maka organisasi perkreditan akan sangat

menentukan sekali bagi kelancaran usaha bank.

Suatu struktur organisasi yang baik secara jelas menggambarkan pemisahan

fimgsi, fungsi-funga tersebut adalah fimgsi operasionil, pei^impanan, accounting serta
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pengawasan, pemisahan fungsi ini diharapkan dapat mencegah timbulnya hal-hal yang

membahayakan tadi seperti kecurangan-kecurangan dalam perusahaan.

Bank Jabar cabang Sumedang yang merupakan salah satu kantor cabang dari

BPD Jawa Barat Pusat yang berkedudukan di Bandung. Untuk kelancaran jalannya

kegiatan didalam organisasi maka Bank Jabar cabang Sumedang ini dipimpin oleh

seorang pimpinan cabang, yang membawahi kepala seksi keuangan dan kepala seksi

perkreditan. Kepala seksi keuangan membawahi empat ba^an yaitu : sub seksi kas, sub

sdcsi dana dan jasa, sub seksi kasda, sub seksi akuntansi. Sedangkan kepala seksi

perkreditan membawahi sub seksi kredit umum/administrasi kredit. Sub seksi kredit

program, sub seksi supervisi dan sub seksi analisa kredit, sedangkan kesekretaiiatan dan

umum langsung bertanggung jawab kepada kepala cabang.

(struktur organisasi Lampiran 1)

Dibawah ini adalah urman tugas daii masing-masing bagian tersebut diatas:

1. Pimpinan cabang

A. Intern

a. Merencanakan, mengendalikan, mengawasi dan menjaga ketertiban seluruh

kegiatan operanonal kantor cabang.

b. Memberikan pinjaman uang berdasarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-

peraturan petbankan yang berlaku dan wewenang pemberian kredit yang

ditentukan dengan surat keputusan direksi.

c. Mengakhiri peijanjian-peijanjian pinjanum/kredit dengan bank dan menyelesaikan

segala sesuatunya yang berhubrmgan dengan itu.
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d. Mengelola dana-dana yang berasal dari simpanan-simpanan dalam bentuk gjro,

deposito dan tabungan serta dana lainnya.

e. Memegang rahasia pintu khasanah, brandkas dan kode-kode kirimam uang

(KU)/transfer.

£ Mengawasi dan menjaga seluruh kekayaan bank dan penyediaan fasilitas keija

yang diperlukan, dalam hal ini tennasuk peogadaannya sepanjang batas

kewenangannya.

g. Memelihara alat-alat likuid untuk kelancaran operasional bank dengan

memperhatikan ketentuan bank Indoneaa.

h. Menandatangani surat-surat berharga bersama-sama dengan pejabat yang

berwenang.

i. Membuat dan memonitor rencana keija dan anggaran tahunan cabang.

j. Mengatur pembag^an tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing

kaiyawan sehingga tercapai basil keija yang optimal.

k. Menilai prestasi keija petugas-petugas dilingkungan kantor cabang dan

mengusulkan lebih jauh sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

1. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap para karyawan, guna

meningkatkan pengetahuan, kualitas keija dan disiplin para kaiyawan.

B. Ekstem

a. Keluar bertindak untuk dan atas nama Bank Jabar cabang sesuai dengan

wewenang yang diberikan direksi.

b. Menyelenggarakan, memelihara hubungan yang balk dengan instansi lain dalam

rangka menjaga kelancaran pelaksanaan operasional bank.

2. Kepala seksi keuanean

Tugas kepala seksi keuangan:

A. Tugas umum
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a. Mengatur pembagian tugas karyawan dalam lingkungan seksinya sehingga

tercapai basil keija yang optimal.

b. Membina dan mengawasi para petugas di dalam lingkungan seksinya, agar

peraturan kepegawaian dan disiplin keija ditaati dan dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya.

c. Memelihara hubungan keijasama dengan unit keija lainnya.

d. Memberi ijin cuti dan menilai prestasi keija karyawan dilingkungan seksinya

sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku, kemudian mengusulkan

kepada pimpinan cabang untuk diusulkan ke biro personaUa kantor pusat.

e. Bertanggung jawab kepada pimpinan cabang.

f. Mewakili pemimpin cabang sesuai dengan bidangnya, apabila pimpinan cabang

berhalangan hadir dalam meqalankan tugasnya.

B. Tugas Khusus

a. Memeriksa/meneliti Jumal B^ar Uang (JBU), Jumal Terima Uang (JTU), Jumal

Mutasi Perkiraan (JMP), Neraca Harian (NIQ, dan kartu teknis.

b. Menandatangani surat-surat berharga yang dikuasakan oleh pemimpin cabang.

c. Meneliti laporan dari setiap petugas imtuk kepentingan pelaporan ke kantor pusat

maupun ke pihak 1^.

d. Menerima dan mengirim KU per telpon, telex, facsimile dan surat, serta

menandatangani advice kiriman uang tersebut.

e. Memegang rahasia kunci khasanah, brandkas dan kiriman uang.

f. Melaksanakan kas opname harian.

g. Menyusun rencana keija dan anggaran untuk bidang keijannya.

3. Kepala seksi perkreditan

Tugas seksi perkreditan adalah:

A. Tugas umum
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Tugas umum kepala seksi perkreditan adalah sama dengan tugas umum kepala seksi

keuangan.

B. Tugas khusus

a. Memeriksa/meneliti JBU, JTU, JMP, NH, dan kartu teknis.

b. Memeriksa/meneliti serta menadatangani setoran-setoran dan memfiat R/C kredit

(kredit rekening koran).

c. Mengadakan wawancara pendahuluan dengan para pemohon kredit.

d. Memeriksa/meneliti basil pembahasan petugas analisa dan kebenaran data yang

disajikan oleh pemohon kredit, untuk selanjutnya dilanjutkan kepada pemimpin

cabang.

e. Memelihara komunikasi dan hubungan dengan bank lain, untuk memudahkan

informasi bank sehubungan dengan permohonan kredit oleh pemohon/calon

debitor.

f. Mengadakan pemantauan dan mengevaluasi penagihan terhadap debitor yang

kurang lancar, diragukan dan macet guna mengambil langkah-langkah

penyelesaian selanjutnya.

4. Sub seksi kredit umum

Tugas-tugas sub seksi kredit umum, adalah:

a. Pembuatan setoran bea materai kredit dan pengetikan akte kredit.

b. Menganalisa kredit umum (kredit investasi dan modal keija).

c. Membuat laporan saldo/nominatif dan rekapitulasi kolektibilitas kredit umum dan

membuat rencana /catatan nominatif bulan beijalan.

d. Penyelesaian jumal-jumal sampai dengan pengjsian kartu teknis kredit umum dan

angsuran.

e. Pembuatan dan penyimpanan kartu teknis.

f. Membuat tagihan kredit.

g. Melakukanpenagjhan kredit dan pemeriksaanjaminan debitor.
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h. Membuat jumal-jurnal kredit/adrainistrasi kredit dan pengisian daftar barang

jaminan.

5. Sub seksi kredit oroeram

Tugas sub seksi kredit program ini adalah:

a. Menganalisa permohonan kredit program.

b. Pengajuan likuiditas Bank Indonesia.

c. Pemberian kredit profesi guru(kredit keijasama^aminan bank(KKs/JB)).

d. Pembuatan jaminan tender, jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka proyek.

e. Administrasi surat keluar/masuk kredit prograno, KKs dan jaminan bank.

f. Pengorderan KKs dan jaminan bank.

g. Membuat sandi HI kredit; laporan kredit menunggak; membuat/mengetik

persetujuan kredit program.

h. Penagihan/pemeriksaan jaminan on the spot.

i. Penyimpana file kredit.

6. Sub seksi supervisi kredit

Tugas-tugas sub seksi supervisi kredit ini adalah:

a. Pengawasan dan pembinaan debitur (umum) dan debitur Badan Urusan Piutang

Lelang Negara (BUPLN).

b. Pencatatan angsuran dari debitur BUPLN dan debitur yang dihapus.

c. Penagihan on the spot dan penelitian para debitur.

d. Membantu kas untuk pengambilan dan penyetoran ke bank lain.

e. Menyimpan arsip-arsip; kartu (ekstra comtable) debitur BUPLN; kartu (ekstra

comtable) yang dihapuskan; kartu catatan penerimaan angsuran dari debitur

BUPLN.

7. Sub seksi kas

Tugas-tugas sub seksi kas ini adalah:

a. Menerima setoran tunai dari nasabah dari tiap-tiap bagian
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b. Membayar uang tunai berdasarkan biikti-bukti dari tiap bagian setelah difiat oleh

wakil pimpinan dalam ini adalah kasie keuangan/kasie kredit.

c. Mencatat bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas ke dalam buku kas sebagai

pengganti kas register

d. Pada akbtr hari memasukan JTU/JBU dari tiap bagian ke dalam pencatatan

penerimaan/pengeluaran kas.

e. Menyetor/mengambil uang ke bank lain atas perintah pimpinan/wakil pimpinan.

f. Membuat jumal untuk kas materai, selisih kas pencairan cek/laporan

bulanan/sandi.

g. Menerima nota debet/kredh bank lain dan mencocokannya dengan kartu

sub/catatan yang ada.

h. Mensortir uang yang ada.

8. Sub seksi dana dan iasa

Tugas sub seksi dana dan jasa adalah:

a. Penerimaan nasabah bam untuk deposito dan tabungan.

b. Membayar deposito jatuh tempo.

c. Membuat laporan bulanan sandi Bank Indonesia.

d. Membuat jumalojumal dan laporan tahunan.

e. Tiap bulan membuat nominatif saldo pokok dan bunga deposito.

f. Tiap bulan memindah bukukan bunga deposito ke bagjan giro atau tabungan

apabila deposan tersebut sebagai nasabah tabungan dan giro.

g. Melaksanakan penyaringan undian tabanas.

9. Sub seksi kasda

Tugas sub seksi kasda ini adalah;

a. Menerima setoran-setoran/membuat jumal-jumal.

b. Pencwan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)/pembuatan jumal-jumal dan

pemeriksaan daftar pengiqian SPMU.
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c. Memasukan/pencatatan bukti-bukti setoran/SPMU ke dalam buku kas B DC.

d. Membuat laporan buku kas B DC a ke BPD pusat untuk kasda DTI propinsi dan

laporan buku kas B DC kasda DT n ke pemda DT n.

e. Pencocokan Perkiraan Antar Kantor (PAK) kasda propinsi tiap-tiap bulan.

f. Membuat laporan bulanan (mutasi saldo kasda DT n) ke pemda DT 11 dan

membuat jumai-jumal untuk kasda DT I.

g. Men^rimkan saldo kasda DT I propinsi Jabar ke BPD Bandung tiap tanggal 10,

20 dan akhir bulan.

h. Mengisi kartu teknis kasda DT 1 dan Kasda DT n.

in .9iih «tlcsi Akuntansi

Tugas sub seksi pembukuan:

a. Memfosting kartu buku besardarijumal-jumal.

b. Pemeriksaan harian kartu-kartu buku besar.

c. Merekap jumal mutasi rekening.

d. Pembuatan neraca harian dan neraca saldo.

e. Menjumlahkan mutasi dan proffsheet.

f. Penyimpanan arsip-arsip jumal transaksi.

g. Penghitungan bunga kredit, bunga deposito dan perhitungan Jasa giro.

h. Menghitung penghapusan dan pembentukan cadangan piutang ragu-ragu.

i. Membuat laporan-laporan antara lain; laporan telegram data keuangan; laporan

telegram manajemen data; laporan mingguan likuiditas Bank Indonesia; laporan

bulanan sandi Bank Indonesia.

11. Sub seksi analisa kredit

Tugas daii sub seksi analisa kredit antara lain;

a. Menganalisa permohonan debitur yang sebehimnya telah disetujui ijin prosesnya

oleh pimpinan cabang.

b. Menilai kelayakan usaha nasabah/debitur.
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c. Menghitung kebutuhan pengajuan kredit.

d. Menilai jaminanyangdiberikan.

e. Mengecek keabsahan jaminan.

f. Membuat laporan basil analisa untuk memudahkan pengambilan keputusan yang

dilakukan oleh pimpinan cabang.

11. Sub seksi kesekretariatan dan umum

Tugas sub seksi kesekretariatan dan umum adalah:

a. Mengagenda dan membundel surat-surat masuk dan keluar.

b. Membuat konsep surat-surat dan mengetiknya, membuat perhitungan pajak

pendapatan, membuat surat tugas/dinas dan jumal-jumal serta membuat laporan

tafaunan buku dan penjilidan laporan tahunan.

c. Mengekspedisi surat-surat yang dildrimkan.

d. Mencatat kas kecil dan memegang kas kecil serta kas boa

e. Menyimpan arsip dan data-data pegawai.

f. Memfiat surat-surat berharga sesuai dengan surat keputusan direksi.

g. Meminta perlengkapan inventaris dari kantor pusat dan dokumen intem/cek, ̂ o

bilyet, buku setoran tabanas dan penyimpanannya.

h. Membeli perlengkapan alat-alat kantor dan pemeliharaan/service alat-alat kantor,

kendaraan dan gedung.

i. Mencatat barang-barang inventaris kantor dan melaporkannya, menyimpan

berkas/surat-surat kendaraan dan inventaris kantor.

3.2. M£TOD£ PENELITIAN

Dalam peiqrusunan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan penulis yaitu

dengan penelitian kepustakaan (labraiy reseach) dan penelitian study lapangan (field

reseach) pada Bank Jabar Kantor Cabang Sumedang yang bertempat di jalan Pangeran

Geusan XJlun No. 89. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah:
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1. Observasi.

Dilakukan dengan cara mengamati secara iangsung proses keija pemberian kre(Ut

pada Bank Jabar Cabang Sumedang.

2. Wawancara.

Dilakukan wawancara dengan kepala bagjan kredit dan para pegawai yang

berkecimpung dalam dunia kredit pada BPD cabang Sumedang.

3. Daftar pertanyaan.

Dilakukan dengan cara menyiapkan pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih

dahulu dengan memperhatikan obyek masalah yang sedang dihadapi.

Langkah pertama dalam penyusunan skripsi ini yang penulis lakukan adalah

mengumpulkan data dan informasi yang berhubimgan dengan masalah yang akan

diselidiki. Sedangkan variabel yang menjadi bahan penelhian adalah:

- Pengendalian intern kredit

. - Pelaksanaan pemberian kredit modal keija



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Frosedur Pemberian Kredit Umum Khususnya Kredit Modal Keija pada

Bank Jabar Cabang Sumedang.

4.1.1. Prosedur Persiapan Kredit

Persiapan kredit adalah kegiatan tahap awal yaitu mengumpulkan informasi

dalftin proses pemberian kredit, calon debitur Bank Jabar yang akan mengajukan kredit

hams menempuh prosedur dan memulai persyaratan kredit sebagai berikut:

4.1.1.1. Tahap Pendahuluan

Calon debitur yang mengajukan kredit ke Bank Jabar hams diwawancara oleh

kasie kredit, dalam wawancara pendahuluan ini wajib diberikan penjelasan kepada calon

debitur, mengenai;

• Sektor-sektor kredit yang dapat dilayani oleh Bank Jabar

• Syarat-syarat perkreditan

• Prosedur pemberian kredit

• Lain-lain yang dianggap perlu (jenis kredit, suku bunga, provisi kredit, jangka

waktu kredit, cara penarikan/pengembalian kredit dan sebagainya).

4.1.1.2. Tahap Permohonan Kredit

Apabila pembicaraan pada wawancara awal memuaskan pihak bank dan pemohon

berkeyakinan dapat menerima syarat-syarat bank, maka pemohon dianjurkan imtuk
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segera mengajukan permohonan kredit secara resmi. Pengajuan permohonan kredit hams

Hiialnilcan secara teitulis oleh calon debitur baik melalui surat ataupun dengan cara

pen^sian formulir (lampiran 4). Surat atau formulir permohonan kredit yang

Hilfftmhalikan ke bank hams dilampiri dengan dokumen pendukung seperti:

• Identitas calon debitur baik identitas perorangan, identitas badan usaha maupun

pemilik agunan.

• Fhoto copy legalitas pemsahaan atau badan usaha, seperti: SIUP, SITU, NPWP dan

sebagainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• Bukti pemilikan agunan kredit dan kelengkapan lainnya, seperti: foto copy Sertifikat

Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) serta bukti pemilikan dan

dokumen lainnya yang dianggap perlu juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sambil menunggu dikembalikannya permohonan kredit tersebut, bank melakukan

penelitian antar bank imtuk mengetahui apakah pemohon atau perusahaannya terdapat

dalam daitar hitam bank lain karena penarikan cek kosong atau kredit macet. Setelah

pemohon mengembalikan formulir pengajuan kredit yang telah diisi lengkap serta ditanda

tflnganij dan diseitai dokumen-dokumen yang hams dilampirkan dalam surat

permohonan kredit, maka pihak bank melaksanakan pengajuan ijin proses permohonan

kredit, sebagai berikut;

a. Seluruh permohonan kredit yang masuk dicatat oleh petugas bagian kredit pada buku

agenda "Permohonan kredit".
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b. Seluruh fhoto copy dokumen yang diterima dari calon debitor diberikan ke petugas

ba^an analis untuk dicocokkan dengan aslinya dan diparaf setelah dinyatakan cocok

Hilffttnhalikan ke kasie kredlt untuk diotonsasi oleh kasie kredit setelah

diseleksi.

c. Berdasarkan wawancara pendahuluan serta surat permohonan kredit yang dilampiri

dengan dokumen pendukungnya tersebut kemudian kaae kredit membuat memo

permohonan ijin proses kepada pimpinan cabang. Dalam hal ini kasie kredit memiliki

wewenang menolak permohonan kredit yang tidak memenuhi syarat secara bank

sebelum permohonan tersebut diajukan ke pimpinan cabang imtuk ijin proses

selanjutnya.

d. Setelah ijin proses turun maka proses selanjutnya, permohonan kredit tersebut

dianalisa oleh analis yang ditunjuk.

4.1.2. Prosedur Analisis Kredit

Setiap pemohonan kredit yang telah disetujui ijin prosesnya hams dilakukan

analisis kredit secara tertulis. Dalam menganalisis atau menilai permohonan kredit

Hih^ihas hfirhagai aspek yang menyangkut keadaan usaha calon debitor. Analisis atau

penilaian permohonan kredit tersebut dikeijakan oleh aparat pelaksana khusus yaitu

hagian ̂nalis dinuma hasU pekeijaannya akan mempakan laporan yang bersifat informasi

detail dan akurat untuk kepentingan pemutus kredit.

Dalam hal ini analisa kredit yang dilakukan Bank Jabar cabang Sumedang meliputi

pengumpulan data dan verifikasi data, yang dilaksanakan melalui tahap-tahap yaitu:
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4.1.2.1. Tahap Identifikasi

Tahap ini menipakan proses pengumpulan data karena dalam analisis kredit

pengumpulan data menipakan bagian yang sangat penting dan hams dilakukan pada awal

proses analisis kredit. Setelah melalui proses pengumpulan data, analis mulai melakukan

pgnil^ian/pepibabasfln terhadap informasi/data yang telah diterima tersebut.

Sedangkan jenis data^informasi yang diperlukan meliputi:

a. DataAinformasi dari intern bank:

- File/berkas nasabah

- Laporan-laporan (perkreditan aktivitas rekening)

b. Data dari nasabah antara lain:

1. Tujuan penggunaan kredit

2. Pemsahaan Organisasi

> Bentuk/status dan legalitas pemsahaan

- Sejarah singkat pemsahaan

- Group usaha

3. Laporan keuangan

4. Manajemen/pemegang posisi kunci

-Pengalaman usaha

- Kemampuan pendidikan

- Style/sikap

- Reputasi/karakter
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- Kualitas middle managers, personal, dll

5. Pemilik

- Susunan para pemegang saham/pemilik

- Reputasi/karakter

- Keterlibatan dalam perusahaan

- Hubimgan antar pemilik

- Manajer, dsb

c. DataAnformasi dari pihak ketiga seperti: Informasi bank (BI dan bank lain), informasi

dari pemasok, pembeli, saingan usaha juga dari assosiasi dagangrtndustri yang

berkutaa

4.1.1.2. Tahap Appraisal

Dalam tahap ini bank melakukan penilaian appraisal secara lengkap. Untuk

mengetahui bahwa proyek/usaha tersebut feasible atau tidak, hal-hal yang dilakukan

dalam tahap appraisal, yaitu:

1. Memeriksa check list (Lampiran 5) untuk mengetahui data/informasi yang masih

diperlukan untuk appraisal yang dikenal dengan 5C of credit (character, capacity,

capital, collateral and condition). Dan penilaian terhadap beberapa aspek yaitu

a. Aspek Manajemen.

Aspek manajemen ini meliputi riwayat pemohon/perusahaan, seperti : latar

belakang pendidikan, kemampuan usaha, pengalaman usaha, reputasi, kekuatan
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modal, bentuk/ status perusahaan, gambaran mengenai perasahaan dalam

usahanya, dan sebagainya.

b. Aspek Teknis.

Meliputi gambaran proyek dan proses produksi, fasilitas yang dimiliki, bahan baku,

tenaga keija, rencana pelaksanaan fisik proyek, dan sebagainya.

c. Aspek Pemasaran.

Untuk mengetahui apakah proyek yang akan dibuat dapat dijual sesuai dengan

rencana dan harga yang dikehendaki untuk itu perlu dianalisa dan diteliti unsur-

unsur: permintaan dan penawaran, data untuk analisis pasar.

d. Aspek Keuangan

Untuk mengetahui likuiditas, profitability, solvabilitas dan risiko keuangan proyek

sebelum dan sesudah dibantu oleh bank, untuk kepentingan tersebut diperlukan

laporan keuangan pemohon berupa neraca dan perhitungan laba ru^ baik sebelum

mendapat kredit maupun setelah mendapat kredit. Pada aspek keuangan dibuat

analisis kebutuhan kredit (lampiran 17)

e. Aspek Hukum dan Agunan

Penelitian pada aspek ini lebih bersifat penelitian terhadap : legalitas badan usaha,

legalitas proyek meliputi penelitian keabsahan ijin-ijin proyek yang dibiayai,

legalitas agunan yang diberikan.

2. Pemeriksaan setempat (on the spot) terhadap semua data yang penting, kunjungan

proyek ini metupakan verifikasi data untuk menentukan kewajaran, ketepatan dan



59

kebenaran data/informasi yang sudah terkumpul (kegiatan on the spot dilakukan oleh

minimal dua orang yang terdiri dari bagian analis dan petugas yang ditugaskan untuk

menyidik kredit).

3. >^abila teijadi perbedaan/keraguan agar diketahui sebab-sebabnya.

4. Petugas analis menyiapkan laporan basil appraisal dan menyampaikannya kepada kasie

kredit.

5. Kasie kredit memberikan laporan yang sudah dianalisis beserta rekomendasinya

kepada pimpinan cabang.

6. Pimpinan cabang memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya

(untuk batas maksimum dalam jumlah tertentu dibentuk komite kredit yang terdiri dari

pimpinan cabang, kasie kredit, analis dan supervisi).

Dalam hal pemberian keputusan, pimpinan cabang memberikan dua kemungkinan

keputusan, yaitu:

a. Keputusan penolakan kredit

Yaitu bilamana permohonan tidak dapat disetujui yang disebabkan karena

permohonan kredit dianggap tidak feasible, tidak memenuhi persyaratan yang berlaku,

termasuk pula sektor-sektor yang jenuh atau terlarang. Terhadap permohonan kredit

yang ditolak segera diberitahukan kepada pemohon kredit, dengan menggunakan

surat pemberitahuan penolakan kredit (lampiran 6) dengan alasan yang diplomatis

serta pengembalian dokumen pendukung, keputusan penolakan kredit dicatat dalam
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buku penolakan kredit oleh petugas bagian kredit setelah ditandatangani pimpinan

cabang dan kasie kredit.

b. Keputusan persetujuan kredit

yaitu bilamana permohonan kredit disetujui, dituangkan dalam surat keputusan kredit

(lampiran 10) yang ditandatangani oleh pimpinan cabang berdasarkan kewenangannya

juga ditandatangani oleh kasie kredit, persetujuan kredit tersebut harus segera

diberitahukan kepada calon debitur dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan

Pemberian Kredit /SP3k rangkap dua (lampiran 7) yang dibuat oleh bagian analis.

Pendistribusian dokumen tersebut sebagai berikut:

Lembar 1 = untuk nasabah

Lembar 2 = ke bagian administrasi kredit, digunakan untuk realisasi/pencairan kredit,

dengan memakai materai secukupnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

4.1.3. Prosedur Realisasi Kredit

Setelah permohonan kredit mendapatkan persetujuan dari kasie kredit dan

pimpinan cabang sesuai dengan batas kewenangnya, maka dflaksanakan tahap selanjutnya

yaitu tahap realisasi kredit namun sebelum tahap realisan kredit dilaksanakan calon

nasabah harus melakukan pengikatan kredit dan agunan kredit, dimana syarat-syarat

pengikatan kredit adalah sebagai berikut:

1. Tembusan Surat Persetujuan Pemberian Permohonan Kredit (SP3K) yang

ditandatangam oleh calon debitur diatas materai yang cukup, telah diterima oleh bank.

2. Calon debitur telah memenuhi seluruh ketentuan yang dicantumkan dalam SP3IC
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3. Calon debitur telah menyerahkan bukti asli pemilikan barang agunan kredit

sebagaimana yang tercantum dalam SP3K. Atas penyerahan bukti pemilikan agunan

kredit tersebut dibuat tanda terima dan dicatat dalam buku register agunan.

Apabila semua syarat-syarat pengikatan kredit telah dipenuhi oleh calon debitur

langkah selanjutnya adalah membuat peijanjian kredit dan pen^katan agunan kredit.

Pembuatan p^anjian kredit dibuat dengan akta otentik sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, setelah debitur, kasie kredit dan pimpinan cabang menandatangani akta

peijanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris, pihak bank meminta salinan

akta peijanjian tersebut kepada notaris dan selanjutnya petugas administrasi kredit

mengurus peiqrelesaian pencairan, menyerahkan salinan akta peijanjian kredit kepada

debitur serta menyimpan berkas pemberian kredit tersebut ditempat yang telah

ditenftikan, sedangkan barang-barang yang dipakai sebagai agunan kredit sesuai dengan

jenisnya diikat dalam lembaga janunan sesuai dengan peruntukannya, antara lain sebagai

berikut:

1. Lembagajaminanhaktanggungan.

Pada dasamya seluruh pemberian kredit yang agunannya berupa tanah berikut benda-

benda yang berkaitan dengan tanah tersebut baik yang sudah maupun yang belum

bersertifikat (hak hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai atas tanah

negara) yang hak kepemilikani^ dapat dipidahtangankan harus diikat sd)agai agunan

dengan membebankan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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2. Pengikatan Gadai.

Untuk kredit yang agunannya benda bergerak dan secara fisik dikuasai sepenuhnya

oleh bank seperti barang-barang perniagaan, barang-barang inventaris peiusahaan, dan

barang bergerak tidak berwujud seperti bilyet dan setiiikat deposito, tabungan, saham,

obligasi dan surat-surat berharga lainnya, pengikatan agunan dengan gadu yang

peijanjiannya dapat dibuat secara notariil.

3. Pengikatan Fiducia.

Kredit yang agunannya barang bergerak dan secara fisik barangnya, diserahkan

kembali kepada debitur sebagai titipan. Barang agunan yang pengikatannya dengan

fiduaci antara lain, barang-barang perniagaan, barang inventaris perusahaan (misalnya

kendaraan, komputer dan atau alat-alat produksi), tanah dan atau bangunan yang

bukti haknya berupa hak sewa termasuk didalamnya ijin menempati kios.

4. Cessie

Cesae adalah penyerahan piutang atas nama maupun kebendaan tak berwujud lainnya

yang dilakukan dengan jalan membuat akta otentik (notariil).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam cessie adalah ;

• Apabila seseorang debitur menyerahkan piutang sebagai agunan, maka ia hanya

akan dapat menjaminkan atas jundah piutang yang dia miliki pada saat itu, dengan

demikian piutang yang akan datang/belum teijadi tidak dapat dijaminkan.

• Cessie harus diberitahukan kepada pihak yang berhutang.
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Setelah dilakukan prosedur pengikatan kredit dan agunan kredit tersebut barulah

dilakukan tahap realisasi kredit, sebagai berikut:

a. Calon debitur terlebih dahulu hams memenuhi syarat-syarat realisasi kredit sebagai

berikut:

• Calon debitur telah menandatangani seluruh dokumen pengikatan kredit dan

pengikatan agunan

• Untuk penarikan kredit beitahap, calon debitur mengajukan jadwal penarikan

kredit yang disetujui oleh pihak bank.

• Debitur telah menandatangani kuitansi realisasi kredit, yang disetujui oleh pqabat

yang berwenang (pimpinan cabang dan kasie kredit) s^agai berikut;

• Untuk penarikan kredit secara bertahap cUbuat kuitansi inasing-masing.

• Untuk penarikan kredit secara sekaligus termasuk kredit rekening koran, dibuat

satu kuitansi.

b. Pengisian data master debitur

Atas pemberian fasilitas kredit kepada debitur maka dibuat data master debitur,

sd)agai berikut, untuk kantor cabang Sumedang penatausahaan kreditnya telah

Hilalcsanakan secara terkomputerisasi tets^i kartu primanota/kartu teknis kredit masih

dibuat, untuk digunakan sebagai back up secara manual.

c. Pembebanan biaya kredit

Pembebanan biaya kredit balk bempa provisi kredit, biaya notaris, maupim biaya

asuransi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening debitur yang
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bersangkutan atau dibayar tunai. Besamya biaya kredit tersebut adalah sebagaimana

yang telah ditentukan.

d. Penarikan kredit

Apabila semua syarat-syarat efektif kredit tersebut diatas sudah dipenuhi, maka

penarikan kredit oleh debitur dapat dilaksanakan secara sekaligus, bertahap atau

secara Rekening Koran.

Setelah itu barulah dilakukan tahap pencairan kredit oleh bagian administrasi kredit

sebagai berikut : Berdasarkan SP3K tadi bagian administrasi menyiapkan kuitansi

Tanda Setoran (TS) rangkap 3, Tanda Bukti Setoran (TBS) rangkap 4, dan Perincian

Biaya Kredit (PBK) rangkap 2. Untuk pendistribusian dokumen-dokumen tersebut

sebagai berikut:

1. TS lembar ke-1, TBS lembar ke-2 dan PBK lembar ke-2 diberikan ke bagian kas

untuk dicatat dan dibayar, dan ke-3 lembar dokumen tersebut diserahkan kepada

nasabah bersama uangnya.

2. Untuk TS lembar ke-2 dan TBS lembar ke-3 dimasukan ke bagian akuntansi untuk

dicatat dan diarsipkan.

3. TS lembar ke-3, TBS lembar ke-1 dan PBK lembar ke-1 dicatat dan diarsip

dibagian administrasi kredit/kredit umum.

4. Untuk TBS lembar ke-4 beserta peijanjian kredit, ̂ arat-syarat umum dan Iain-lain

yang diperlukan didistribusikan ke ba^an supervisi untuk pengawasan selanjutnya

serta dicatat dan diarsipkan.
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Hal lain yang perlu diperhatikan dalam realisasi kredit yang berkaitan dengan

pengendalian intern adalah dokumentasi file kredit, semua dokumen perkreditan baik

yang diterima dari debitur maupun yang diterbitkan oleh bank hanis diadministrasikan

dengan baik dan rapih, sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat dan up to

date baik untuk kepentingan pihak intern maupun ekstem, dapat dijamin

kelengkapannya, k^enaran dan keamanannya seita dapat memberikan rasa aman bagi

dd)itur.

4.1.4. Prosedur Administrasi dan Laporan Kredit

Pada tahap ini dilakukan pencatatan keseluiuhan data. Dalam proses pelaksanaan

kredit disusun administrasi serta pelaporan kredit dengan pedoman umum sebagtu

berikut:

4.1.4.1. Administrasi Kredit.

1. Administrasi permohonan kredit yang diterima.

Permofaonan/proposal yang pengajuan kredit ke bank diagendakan didalam buku

permohonan kredit oleh pelaksana/petugas bagian kredit yang ditunjuk untuk

diteruskan kepada pimpinan cabang. Setelah ada ijin prins^ dari pimpinan cabang

untuk diproses lebih lanjut kemudian disampaikan kepada bagian penilaian kredit dan

dicatat dalam register permohonan kredit.

2. Administrasi permohonan kredit yang ditolak.

Apabila permohonan kredit pada bank ditolak sesuai dengan alasan yang tepat, maka

dibuat surat penolakan dan dicatat dalam buku register penolakan kredit.
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3. Administrasi permohonan kredit yang disetujui.

Untuk permohonan kredit yang disetujui oleh pimpinan cabang segera disiapkan

administrasi untuk realisasi kredit.

4. Administrasi realisasi kredit.

Administrasi kredit yang telah disetujui diteruskan kebagian pelaksana realisasi kredit

dan mencatatnya dalam realisasi masing-masing kredit. Selain itu adanya realisasi

diperhikan re^ster lain yang berguna bagi ketertiban administrasi kredit.

a. Register advice kredit

Menyangkut kumpulan advice dan permohonan kredit yang disetujui.

b. Register posisi debitur persektoral

Register ini dibuat berdasarkan sektor usaha/ekonomi yang ada disesuaikan

dengan buku pedoman Bank Indonesia.

c. Register perubahan debitur

Mencatat segala perubahan daii kredit yang telah diberikan (piimanota).

d. Register asuransi jaminan

Yaitu re^er yang mencatat barang-barang jaminan yang diasuransikan.

e. Re^ster pemblokiran barang jaminan.

Register ini berfungsi sebagai alat kontrol pemberian kredit, pemblokiran yang

dimaksud adalah tanah yang diblokir pada kantor agraria. Untuk kendaraan

bermotor surat pemblokirannya dikirim ke kantor polisi setempat yang

mengeluarkan BPKB.
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f. Register likuiditas Bank Indonesia.

Yaitu pencatatan pengajuan serta penerimaan dana likuiditas Bank Indonesia.

g. Register notariil

Pencatatan akta peijanjian kredit yang dibuat notaris.

h. Register deklarasi

Yaitu pencatatan bagi kredit yang diajukan deklarasinya pada FT. ASKRINDO.

i. Re^ster dana yang belum terpakai

Yaitu pencatatan untuk mengetahui jumlah/sisa tarik

j. Administrasibarangjaminan

- Pembuatan tanda bukti penerimaan/penyerahan jaminan Oampiran 16)

- Pencatatan dalam register

- Penyimpanan jaimnan

k. Register STGR

Pencatatan debitur yang diajukan tuntutan ganti rugi ke PT. ASKRINDO.

1. Register BUPLN

Register pencatatan debitur yang diajukan ke BUPLN.

m. Register penghapusan

Pencatatan kredit secara ekstra comtable

5. Administrasi kredit lainnya sesuai dengan kebutuhan.
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4.1.4.2. Administrasi Laporan Kredit

Tuiuan dari laporan kredit:

1. Pengawasan dan pembinaan debitur

2. Penyusunan statistik perkreditan untuk kepentingan manajemen

3. Untuk memenuhi kq)erluan dari instansi.

Untuk memenuhi keperluan diatas, maka laporan haius disajikan secara cermat dan

disampaikan dalam waktu yang tepat.

Nominatif kredit :

adalah laporan yang memuat secara rinci mengenai performance kredit setiap debitor

yang telah memperoleh penyediaan dana dari bank yang penilaiannya didasarkan pada

standar baku yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

Cakupan pelaporan:

1. Semua debitor yang memperoleh fasilitas kredit wajib dilaporkan.

2. Jika kredit diberikan dalam valuta asing, maka valuta asing tersebut harus

dikonversi kedalam rupiah menurut kurs tengah (kurs jual ditambah kurs beli Bank

Indonesia dibagi dua) valuta asing yang bersangkutan pada tanggal laporan.

3. Posisi yang dilaporkan adalah posisi yang masih tercatat pada akhir bulan yang

bersangkutan

4. Jangka Waktu

5. Periode dan besamya angsuran untuk kredit dengan angsuran.

6. Maksimum kredit (plafond awal).
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7. Plafond kredit (plafond akfair)

8. SaldoPokok

9. Tunggakan Pokok dan Bunga

10. Lamanya tunggakan

11. Kolektibilitas

Penvampaian Laporan:

1. Laporan haius dibuat setiap akfair bulan.

2. Laporan dibuat selambat-lambatnya tanggal IS bulan beiikutnya kepada;

- Biro Perkreditan Kantor Pusat

- Biro Pengawasan

- Arsip cabang

3. I^oran dilengkapi dengan rekapitulasi.

4.1.5. Prosedur Supervisi Kredit

Kegiatan supervisi kredit merupakan mata rantai dari suatu proses manajemen

kredit, super>dsi kredit pada dasamya dilakukan sejak pembafaasan kredit sanq)ai dengan

kredit dinyatakan selestu, Setiap kredit yang dikeluarkan memerlukan pengawasan yang

ketat, supervisi yang mantap untuk melakukan monitoring dalam rangka mengamati

perkembangan kredit yang sefaat.
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Tujuan supervisi kredit:

a. Agar pembiayaan atau pemberian kredit atas usaha debitor dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan, dan persyaratan yang telah disetujui, serta penggunaannya sesuai

dengan tujuan semula dan daiam jadwal waktu yang telah ditetapkan.

b. Agar terciptanya iklim terbuka antara bank dan debitor.

c. Agar usaha yang dibiayai kredit bank berkembang dengan baik sesuai dengan tujuan

semula.

d. Agar terlaksana administrasi yang memadai imtuk kepentingan usaha perusahaan

sendiri, bank, pemerintah dan pihak-pihak lain.

Tahapan kegjatan supervisi kredit secara kronologis adalah sebagai berikut:

4.1.5.1. Tahap Pengenalan Proyek

• Penerimaan graft laporan penilaian kredit

• Turut serta dalam rapat komite kredit (untuk kredit dalam jiunlah tertentu)

• Serah terima proyek yang telah disetujui dari luiit keija apprmsal.

4.1.5.2. Tahap Implementasi

Tahap ini umumnya merupakan tahap yang paling kritis dalam suatu proyek.

Tahap ini dimulm sejak dilakukannya penandatanganan peijanjian kredit dan merupakan

tahap awal dari kegiatan supervisi bila ditinjau dari kegiatan usaha debitor.

Perkembangan tahap ini merupakan somber utama dalam rangka melakukan

perbandingan dengan perkiraan biaya proyek, waktu yang dibutuhkan, penilaian
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kemampuan atas direksi pemsahaan debitur sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan

penilaian proyek.

4.1.5.3. Tahap Komersiil

Dalam tahap ini keadaan proyek debitur kondisinya dapat beijalan normal atau

tidak normal. Masing-masing kondisi memerlukan tindakan supervia yang berbeda dari

bank seperti terlihat sebagai berikut:

1. Untuk kondisi normal

lika keadaan ini yang dihadapi maka langkah kegiatannya adalah:

• Pemberitahuan kewajiban keuangan (bunga dan angsuran pokok kredit)

kepada debitur.

• Menerima dan menganalisa laporan keuangan di pemsahaan debitur

• Melakukan peninjauan ke proyek debitur

• Penyelesaian peijanjian kredit dan pengikatan jaminan.

2. Untuk kondisi tidak normal

Dalam keadaan tidak normal langkah kegiatan selain langkah kondisi normal,

juga dilakukan analisa penyimpangan. Jika timbul penyimpangan yang timbul diluar

kekuasaan debitur untuk pemecahannya, maka dalam rangka supervisi kredit, bank hams

ikut serta mengatasi kesulitan debitur. Penyimpangan yang sering teijadi pada tahap

komersil pada umumnya meliputi penyimpangan dalam bidang manajeiial, bidang

pemasaran, bidang teknis dan bidang keuangan.
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Tueas supervisi kredit

Tugas dan kewajiban yang hams dilakukan dalam kegiatan supervisi kredit dibagi

menjadi sebagai berikut:

1) Tugas-tugas pembinaan dan penyelesaian kredit

a. Mengawaa dan membina perkembangan kegiatan operasional debitur scgak tahap

implementasi sampai tahap komersil dengan cara antara lain:

• Melakukan analisa dan evaluaa laporan keuangan yang disampaikan dd}itur

• Melakukan kunjungan-kunjugan ke lokasi debitur

• Menghadiri/maigadakan rapat/ pertemuan

• Memelihara dan mengembangkan keija sama yang serasi dengan debitur

b. Menyajikan laporan penilaian kembali dalam hal debitur yang bersangkutan

membutuhkan tambahan pembiayaan dana dalam rangka:

• Memecahkan masalah penyimpangan yang timbul selama tahap implementasi

sampai dengan tahap komersil

• Melaksanakan perluasan, diversifikasi produk, penggantian dari sqmnlah aktiva

tetap.

c. Membimbing debitur dalam menyajikan laporan keuangan/laporan-laporan lain

yang disyaratkan oleh bank.

d. Melakukan koordinasi dan keijasama dengan lembaga keuangan lain yang ikut

membiayai debitur.
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e. Melakukan pengamanan atas pengembalian pemberian kredit melalui monitoring

dan penagihan atas tunggakkan pembayaran pokok dan bunga berdasarkan jadwal

angsuran yang tercantum dalam peijanjian kredit.

f Melakukan penyelamatan terhadap kredit-kredit yang tergolong diragukan dan

macet.

g. Melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah.

2). Membuat laporan-laporan yang berkahan dengan supervisi tersebut

3). Melakukan administrasi pengawasan kredit seperti:

a. Menyelenggarakankartu pengawasan kredit.

b. Memeriksadanmenganalisalaporandebitur

c. Melaksanakan pemberitahuan, peringatan, tentang kewajiban kredit baik bunga

maupun angsuran pokok.

d. Melaksanakan administrasi debitur yang dihapus baik BUPLN maupun non

BUPLN.

Pelaksanqan .qipervisi kredit

1 Alat-alat dan keeiatan supervisi kredit

l.l.Alat-alat supervisi kredit

a. Laporan basil analisa kredit.

b. Peijanjian kredit (PK).

c. Informasi tentang nasabah, file ini memuat segala sesuatu mengenai proyek

dan nafiflhah sejak permulaan nasabah melakukan pendekatan kepada bank.
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d. Laporan keuangan nasabah.

e. Laporan hasil kunjungan, yang meliputi laporan fisik daripada hasil usaha

tersebut.

f. Kartu primanota kredit.

1.2. Kegiatan supervisi kredit

• Supervisi secara aktif yaitu kunjungan (on the spot) untuk meneliti keadaan

fisik usaha debitur.

• Supervisi pasif melakukan penelitian atas;

a. Laporan yang diterima dari debitur dengan cara melakukan analisa

perbandingan dengan proyeksi laporan keuangan dengan analisis.

b. Performance kredit melalui kartu primanota.

2. Penaneanan kredit bermasalah

2.1. Penggolongan kredit

Penggolongan kredit mengacu pada peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan

oieh Bank Indonesia, penggolongan kredit terbagi menjadi empat kualitas yaitu

kre^t lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Untuk kategori kredit kurang

lancar dan diragukan yaitu kredit yang pembayarannya tidak dapat memenuhi

sebagaimana jadwalnya yang telah ditetapkan dalam peijanjian kredit.

Penanggulangan untuk kategori kredit kurang lancar dan diragukan ini adalah

dengan mengadakan pembicaraan atau pengarahan dengan nasabah tersebut

selain pengawasan secara intensif juga bimbingan bila perlu.
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2.1. penyelesaian kredit macet

a. Penyelesaian kredit macet dilakukan oleh unit keija supervisi kredit bersama-

sama dengan unit keija lain yang ada kaitannya.

1. Tata cara penanganan /penyelesaian kredit macet:

a. Meneliti laporan-laporan debitur serta menggolongkannya menurut

kolektibilitas

b. Meneliti sebab teijadinya kredit macet

c. Meneliti dan memeriksa dokumen yang berkenaan dengan barang jaminan.

d. Melakukan penmjauan on the spot.

e. Menyusun laporan pengawasan.

f. menyusun laporan debitur macet.

g. Menyampaikan laporan kredit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

2. Proses penyelesaian kredit macet:

a. Penyelesaian secara intern antara lain;

- Perubahan syarat-syarat peijanjian kredit

- Suplesi kredit

- Perpanjangan kredit

- Pembaharuan peijanjian kredit (renovasi)

- Merescheduling

- Menjual barang-barang jaminan

b. Penyelesaian kredit secara ekstem

- Melakukan STGR kepada PT ASKRINDO
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- Menyerahkan penagihan kepada BUPLN dan atau pengadilan negeri atau

lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.

3. Penehapusan kredit macet

Kredit macet yang akan dihapuskan merupakan kelompok kredit yang sangat

terpaksa dianggap sebagtu suatu kerugjan (loss) dari bank, karena sudah tidak dapat

diselamatkan lagi. Alasan-alasan dilakukannya penghapusan:

1. Jaminan kredit sudah tidak ada kalaupun ada tetapi tidak cukup untuk melunasi kredit

yang ada.

2. Barang-barang jaminan sudah tidak ada

3. Dd)itur meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya, kalaupun ada tidak mampu

mengembalikannya.

4. Keringanan yang diberikan oleh bank

5. Keadaan force mayeure

6. Debitor menghilang

Tata cara penehapusan kredit antara Iain:

1. Mengadakan pencadangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Pembentukan team.

Untuk melaksanakan pekeijaan ini, dibentuk suatu team yang pengaturannya disesuaikan

dengan SK Direksi BPD.

Sedangkan prosedur pelaksanwan pftnghapusan kredit macet adalah:

1. Usul penghapusan dilakukan untuk memintakan persetujuan direksi.
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2. Unit keija supervisi kredit membuat berita acara penghapusan.

3. Daftar debhur yang akan dihapuskan beserta berita acara dan SK direksi

diselesaikan oleh unit keija yang ada kaitannya dalam rangka penghapusan kredit

macet.

4. Memisahkan berkas-berkas debitur yang telah dihapuskan ke tempat tersendiri dan

menyusun administrasinya.

5. Membuat dan menyampaikan laporan penghapusan kredit macet pada Bank

Indonesia.

4.2. Pembahasan Sistem Fengendalian Intern Perkreditan Terhadap Pemberian

Kredit Umum Khususnya Kredit Modal Keija Pada Bank Jabar cabang

Sumedang.

4.2.1. Penilaian Terhadap Struktur Organisasi.

Salah satu ciri dari pengendalian intern yang memadai adalah adanya struktur

organisasi yang didalamanya terdapat pemisahaan fungsi secara tepat. Struktur organisasi

Bank Jabar kantor cabang Siunedang telah (Ususun sedemikian rupa sehingga didalamnya

terdapat pemisahaan fungsi yang jelas antara:

1. Fungsi penguasaan/otorisasi

2. Fungsi pelaksanaan

3. Fungsi pencatatan

4. Fungsi pengawasan
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Selain itu telah disusun suatu uraian tugas yang tepat, sehingga dari hal itu dapat

diketahui adanya tanggung jawab dan wewenang yang jelas dari setiap bagian yang ada.

Selanjutnya dibawah ini akan dibahas mengenai pemisahan fiingsi pada bagian

yang menangani masalah perkreditan.

1. Fungsi penguasaan

Fungsi penguasaan ini ada pada pimpinan cabang sesuai dengan batas-batas

kewenangannya, yang dalam hal ini pimpinan cabang mempunyai wewenang untuk

memutuskan suatu permohonan kredit apakah diterima atau hams ditolak.

2. Fungsi pelaksanaan

Fungsi pelaksanaan kredit dilakukan oleh masing-masing bagian yang menangani

masalah perkreditan. Dalam melaksanakan tugasnya bagian kredit berpedoman pada

kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat.

3. Fungsi pencatatan

Fungsi ini dilaksanakan oleh bagian akuihtansi, unit komputer dan bagian kredit

itu sendiri. Ketiga bagian ini melakukan administrasi dan pencatatan terhadap semua

transaksi yang berhubungan dengan kegiatan perkreditan.

4. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan dilakukan oleh bagian super^si kredit. Bagian ini bertugas

memantau secara teratur mengenai jalannya usaha nasabah melalui laporan-laporan yang

diterima dari nasabah atau dengan melakukan pemeriksaan langsung ketempat usaha

nasabah.



79

Terhadap kredit yang bermasalah atau macet, perlu diselesaikan dengan

semaksimal mungkin agar kemacetan dapat diketahui penyebabnya dan dapat diperoleh

jalan keluamya yang terbaik.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapatlah diambil kesimpulan bahwa stniktur

organisasi bagian perkreditan Bank Jabar kantor cabang Sumedang telah mencerinkan

adanya pengendalian intern yang cukup memadai.

4.2.2. Penilaian Terhadap Persiapan Kredit

Tahap persiapan kredit merupakan tahap awal dari kegiatan perkreditan atau

merupakan tahap permohonan kredit, hal-hal yang dilakukan oleh Bank Jabar Cabang

Sumedang pada tahap ini adalah : wawancara pendahuluan dengan calon nasabah

kemudian dilanjutkan dengan tahap permohonan kredit apabila wawancara pendahuluan

tersebut cukup menyakinkan fihak bank dan debitur mau memenuhi peraturan-peraturan

Bank, permohonan kredit dilakukan secara tertulis melalui suatu formuiir yang

disediakan Bank atau dengan surat yang dibuat sendiri oleh debitur, kemudian debitur

mengembalikannya kepada bank setelah setelah ditandatangani secara lengkap dan sah

disertai dengan dokumen pendukung yang diperlukan. Permohonan kredit yang telah

diterima bank dicatat pada buku agenda permohonan kredit, permohonan kredit diajukan

kepada pimpinan cabang untuk ijin proses selanjutnya, setelah ijin proses turun maka

dilakukan tahap selanjutnya.
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Berdasarkan prosedur tersebut tindakan selektif telah dilaksanakan sejak

pennohonan diajukan oleh calon nasabah, yaitu :

■ Melakukan penelitian secara teliti terhadap surat pennohonan kredit beserta lampiran-

lampirannya untuk mempertimbangkan apakah pennohonan tersebut dapat diproses

lebih lanjut atau tidak.

■ Mengadakan wawancara dengan calon nasabah untuk mengetahui gambaran tentang

karaktemya.

Dengan adanya pengendalian yang bersi&t preventif ini, maka dapat dikatakan

bahwa dalam tahap persiapan kredit ini telah menunjukan adanya pengendalian intern

yang dilaksanakan dengan biuk oleh Bank Jabar cabang Sumedang.

4.2.3. Penilaian Terhadap Analisis Kredit

Analisis kredit yang dilakukan oleh Bank Jabar Cabang Sumedang adalah dengan

melakukan pembahasan terhadap berbagai aspek yang meiqmngkut keadaan usaha calon

debitor, analisis yang dilakukan terdiri dari beber^a tahap, tahap pertama yutu tahap

identifikasi dimana bank mencari informasi/data mengenai hal-hal yang beikaitan dengan

debitor dan usahanya, kemudian melakukan SC of Credit (Character, Capacity, Capital,

Collateral dan Condition) juga penilaian terhadap aspek teknis, pemasaran, keuangan,

manajemen serta aspek hokum dan agunan setelah itu dilakukan pemeriksaan setempat

(on the spot) imtuk menilai kewajaran, ketepatan dan kebenaran data^ormasi yang

sudah terkumpul dan hasil analisa dibuat laporannya imtuk pengambilan keputusan yang

dilakukan oleh pimpinan.
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Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa prosedur analisis kredit telah

mempunyai praktek-praktek yang sehat dan pembagian tugas yang telah dilaksanakan

dengan jelas serta terdapatnya standarisasi dalatn formulir serta buku pedoman

perkredHan yang berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan anahsis

kredit pada Bank Jabar cabang Sumedang telah mencerminkan adanya pengendalian

intern yang memadai.

4.2.4. Penilaian Terhadap Pemutasan Kredit

Pemutusan kredit pada Bank Jabar Cabang Sumedang dilakukan setelah analisa

kredit selesai laporannya, pemutusan kredit dilakukan oleh pimpinan cabang sesuai

<t<>ngan kewenangannya dalam arti bahwa dalam batas jumah kredit teitentu kantor pusat

yang memberikan kewenangan. Tidak t^adi pelimpahan wewenang atas pemutusan

kredit kepada kasie kredit sampai dengan jumlah teitentu, dalam hal putusan pemberian

kredit harus menunggu keputusan pimpinan kecuali apabila jabatan pimpinan sedang

kosong, kasie kredit diberi wewenang dari kantor pusat untuk memutuskan kredit

dibawahl^. lOjuta.

Sesuai dengan piinsip organisasi tentang Delegation of Authority, seringkali

untuk sesuatu jumlah teitentu Direktur memberikan wewenang kepada bagian kredit

imtuk memutuskan sendiri jumlah pemberian kredit, misalnya sampai batas Rp 10 juta

dapat diputuskan sendiri oleh kepala bagian kredit, diatas jumlah tersebut berarti berada

dalam wewenang pimpinan jumlah tersebut dapat lebih kecil lagi dan dapat lebih besar

lagi tergantung perkembangan perusahaan dan kemampuan/skill pejabat-pejabatnya.
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Pelimpahan wewenang dalam pemutusan kredit tersebut tidak terdapat pada

Bank Jabar Cabang Sumedang, hal ini menimbulkan keterlambatan dalam keputusan

pemberian kredit apabila pimpinan cabang sedang tidak berada ditempat karena harus

menunggu pimpinan cabang terlebih dahulu, dengan demikian pelaksanaan pemutusan

kredit dinilal kurang efisien karena prinsip cepat, tepat dan aman tidak ada.

4.2.5. Penilaian Terhadap Realisasi Kredit

Realisasi kredit pada Bank Jabar Cabang Sumedang dilakukan oleh bagian

administraa perkreditan apabila calon debitur/debitur telah memenuhi syarat-^arat untuk

realisasi kredit seperti;

1. Calon nasabah telah melakukan penglkatan kredit dan agunan serta telah memenuhi

seluruh ketentuan dan syarat-syaratnya.

2. Cara penarikan kredit

3. Pengisian data master debitur

4. Pembebanan biaya kredit dan ketentuan lainnya yang telah dhetapkan.

Dalam tahap realisasi kredit pada bank ini telah dikatakan memadai karena hal

tersebut diatas telah dilakukan praktek-praktek yang sehat, dengan demikian dapat

dikatakan bahwa dalam pelaksanaan/realisasi kredit telah terdapat pengendalian intern

yang memadai.

4.2.6. Penilaian Terhadap Administrasi dan Laporan Kredit.

Pada tahap ini Bank Jabar cabang Sumedang melakukan pencatatan keseluruhan

data dalam proses pelaksanaan kredit serta melaporkan administrasi kredit tersebut
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sesuai dengan pedoman umum, pekeijaan adtrunistrasi secara keseluruhan dilaksanakan

oleh bagian akuntansi sedangkan administrasi tiap bagian diserahkan kepada bagian

masing-masing, administrasi yang diselenggarakan untuk keperluan perkreditan terdiri

dari formulir permohonan kredit, hasil analisis kredit, peijanjian kredit, surat keputusan

kredit dan Iain-lain, serta pencatatan segala sesuatu yang berkenaan dengan kredit yang

diselenggarakan dalam buku-buku dan kartu seperti buku agenda permohonan kredit,

kartu teknis kredit, buku realisasi kredit. Dan kemudian melaporkannya sesuai dengan

ketentuan. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan

administrasi kredit pada Bank Jabar Cabang Sumedang telah memenuhi pengendalian

intern yang memadai, disamping itu administrasi dan laporan yang dibuat dapat dijadikan

sebagai alat pemberi informasi yang berguna bagi pimpinan dalam rangka pengambilan

keputusan.

4.2.7. Penilaian Terhadap Supervisi Kredit.

Supervisi kredit yang dilakukan pada Bank Jabar Cabang Sumedang telah sesuai

dengan pengendalian intern atas pemberian kredit, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan

supervisi yang dilakukan sejak pembahasan kredit sampai dengan kredit dinyatakan

selesai, kegiatan supervisi itu sendiri dilakukan secara aktif yaitu kunjungan (on the spot)

untuk meneliti keadaan fisik usaha debitumya, juga dilakukan secara pasif yaitu

menerima laporan dari debitur dengan cara melakukan analisa perbandingan dengan

proyeksi laporan keuangan dengan analisa serta performance kredit melalui kartu

primanota, selanjutnya bank tersebut melakukan on the spot secara mtin. Dengan adanya
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pengawasan yang dilakukan kepada nasabah dapatlah dikendalikan terpenuhinya

persyaratan-persyaratan yang telah disetujui dalam peijanjtan kredit dan mencegahnya

pengguanaan kredit untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kredit. Disamping itu

pengawasan kredit bertujuan pula nntuk pembinaan, yaitu men^kuti pelaksanaan kredit

dengan tujuan membina debitur, mendorong perkembangan debitur dan meningkatkan

kolektibilitas debitur yang kurang baik sehingga terhindar dari kemacetan. Dengan

adanya tindakan pengawasan tersebut diharapkan risiko kredit dapat ditekan sehmgga

dapat tercapai suatu tingkat kolektibilitas kredit yang sehat.

Dari ur^ diatas terlihat bahwa telah terdapat pengendalian intern yang cukup

ffipm^dai dalam tahap pengawasan kredit pada Bank Jabar Cabang Sumedang.

4.3Peranan sistem pengendalian Intern perkreditan terbadap pemberian kredit

modal keija pada bank Jabar cabang Sumedang.

Bank Jabar cabang Sumedang sebagai salah satu lembaga perbankan yang

berhmgsi sebagai alat kelengkapan otonomi dan pembangunan daerah yang merupakan

sub sistem perekonomian nasional mempunyai peranan yang strategis dalam mencapu

tujuan pembangunan nasional disamping melakukan kegjatan jasa dan gjro juga keg^atan

laiimya, kredit modal ketja adalah salah satu kredit yang diberikan Bank Jabar dalam

kegiatan perkreditannya.

Dalam menyalurkan dana masyarakat tersebut sqalan dengan peraturan-peraturan

tentang perbankan, bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian agar tidak merugikan

bank dan nasabahnya, hal ini karena pemberian kredit merupakan kegiatan usaha pokok
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bank yang mengandung risiko tinggi dan sangat berpenganih terhadap kesehatan dan

kelangsungan usaha bank. Dengan demikian pelaksanaan pemberian kredit hams

didasarkan pada asas-asas perkreditan yang sehat, dalam hal ini sistem pengendalian

intern perkreditan dikenal sebagai alat untuk meniperkecil risiko kredit tersebut.

Dan upajra memperkecil risiko tersebut tujuan yang hendak dicapai adalah untuk

mening^tkan profitability yang didapat dari selisih bunga antara dana yang diserap dari

masyarakat dengan dana yang disalurkan kembali, selain itu tujuan yang hendak dicapai

lainnya adalah mencapai suatu tingkat kolektibilitas kredit yang sehat.

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, manajemen telah menetapkan

•TKebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB)" yang berlaku pada Bank Jabar dan sebagai

tindak lanjut dari kebijaksanaan perkreditan tersebut adalah dibuati^ra Pedoman

Pelaksanaan Pemberian Kredit (PPPK) dengan tujuan:

1. Mempakan salah satu cara pendekatan terhadap proyek-proyek yang mengharapkan

bantuan pembiayaan bank.

2. Memuat peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan mengenai pemberian kredit yang

beriaku dilingkungan Bank Jabar.

3. Sebagai pedoman keija bagi para pgabat dan petugas perkreditan.

Pedoman pelaksanaan pemberian kredit tersebut mempakan pengendalian intern

yang dilaksanakan oleh Bank Jabar cabang Sumedang dimana peranan dari pengendalian

intem pemberian kredit yang dilakukan melalui tahap-tahap, khususnya pada kredit

modal keija dapat diuraikan seperti dibawah ini.
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1. Untuk mendukung pemberian kredit yang sehat dan menerapkan sistem pengendalian

intern dalam perkreditan, maka Bank Jabar cabang Sumedang dibentuk struktur

organisasi perkreditan yang dibuat secara sederhana tetapi mencerminkan adanya

pemisahan fimgsi yang jelas hal ini bertujuan untuk menghindari adanya

penyalahgunaan wewengan yang bisa dilakukan baik oleh pejabat maupun karyawan,

selain itu didalam pengendalian intern perkreditan harus mencakup kecakapan pqabat

maupun karyawan yang tujuannya untuk mengoptimalkan pekeijaan.

2. Pengendalian intern yang dilakukan pada tahap per^pan kredit seperti mencan

informasi dan wawancara pendahuluan memiliki peranan yang cukup penting untuk

terlebih dahulu mengetahui siapa sebenamya pemohon itu karena kredit merupakan

kepercayaan maka kredit itupun diberikan kepada orang-orang yang dapat dipercaya

dalam arti orang yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk membayar kembali

pijamannya sesuai dengan peijanjian.

3. Pengendalian intern dalam analisis kredit dimana penelitian terhadap debitur dilakukan

secara lebih rinci karena analisis kredit dimaksudkan untuk menilai atas watak,

kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur dengan sumber perlunasan

kredit dititik-beratkan pada hasil usaha pemohon serta menyajikan evaluasi aspek

yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas risiko yang mungkin

timbul. Penilaian on the spot dilakukan secara nitin merupakan salah satu

pengendalian intern perkreditan yang dilakukan oleh Bank Jabar cabang Sumedang

yang tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat dan up to
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date mengenai keadaan, gambaran, posisi calon debitur/debitur dan penisahaannya

maupun pihak ketiga yang ada kaitannya dengan usaha calon debitur/debitur. Dengan

demikian dapatlah disimpulkan bahwa dalam analisis kredit yang dilakukan Bank

Jabar cabang Sumedang memiliki peranan penting dalam upaya kelancaran

pengembalian kredit yang diberikannya.

4. Dalam pemutusan kredit dilakukan langsung oleh pimpinan cabang tanpa adanya

pelimpahan wewenang pada kasie kredit dalam jumlah tertentu, alasan mengapa

pemutusan kredit tersebut tidak dilimpahkan adalah karena setiap kegjatan yang

teijadi dala"* kantor cabang tersebut apalag^ menyangkut pemberian kredit yang

mptnililri risiko tinggi sepenuhitya merupakan tanggung jaw^ pimpinan, hal itu

mamang dibenarkan tetapi pelaksanaan pemutusan kredit tersebut dinilm kurang

efisien, walaupun hal ini dianggap sebagai salah satu cara pengendalian atas pemberian

kredit yang dilakukan oleh Bank Jabar cabang Sumedang tersebut.

5. Pengendalian intern dalam realisasi kredit adalah dengan mengadakan peijanjian dan

pengikatan agunan kredit, hal ini dimasudkan untuk keamanan dan kredit yang

diberikan, isi dari peijanjian kredit dan agunan yang diberikan oleh nasabah

merupakan kekuatan bank untuk melakukan tindakan apabila teijadi penyalahgunaan

pemakaian kredit atau hal lain yang membuat kredit macet.

6. Pengendalian intern dalam tahap administrasi dan laporan kredit yang dilakukan Bank

Jabar cabang Sumedang ini adalah dengan mengadministrasikan semua kegjatan

perkreditan seperti administrasi permohonan kredit yang diterima, administrasi
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realisasi kredit dan sebagainya, serta melaporkannya setiap akhir bulan atau selambat-

lambatnya tanggal IS bulan berikutnya kepada biro perkreditan kantor, biro

pengawasan dan arsip cabang disertai dengan rekapitidasi. Administrasi yang

dilaksanakan hams mempunyai maniaat yang optimal serta dapat menunjang terhadap

pencapaian tujuan pemberian kredit, sehingga dalam pelaksanaannya dapat

mempunyai manfaat sebagai berikut:

■ Sebagai alat penyelenggaraan kegiatan proses perkreditan baik secara individual

(perdebitur) maupun secara keselumhan.

■ Sebagai alat penyelenggara sistem dokumentasi perkreditan.

■ Sebagai pelaksanaan dari sistem pelaporan ataupun sistem informasi manajemen

bagi Bank Jabar.

■ Sebagai dasar pelayanan kepada pihak ekstem baik debitur maupun pihak lain yang

terkait dengan berpegang pada kerahasiaan bank.

7. Pengendalian intern yang dilakukan pada tahap supervisi kredit pada Bank Jabar

cabang Sumedang berfungsi untuk memantau jalannya usaha nasabah dengan jalan:

a. Membina hubungan yang terbuka dan tems-menems dengan nasabah (debitur).

b. Menerima, mencatat, mengklasifikasikan dan menganalisis laporan

perkembangannya.

c. Menganalisa sebab-sebab teijadinya suatu Tna<m1ah atas usaha nasabah dan

membuat rekomendasi kepada atasannya tentang saran-saran perbaikan atau

penyelamatan.
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d. Memberikan saran dan konsultasi kepada nasabah dalam segala aspek yang

diperlukan seperti pembinaan administrasi, penyempurnaan manajemen dan

organisasi, pengawasan mutu bahan baku dan hal-hal lain dalam rangka

peningkatan efisiensi.

Dari uraian tersebut pelaksanaan sistem pengendalian intern perkreditan atas

pemberian kredit modal keija pada Bank Jabar cabang Sumedang sebagian besar telah

sesuai dengan yang ada pada tiiyauan pustaka sehingga peranan sistem pengendalian

intern perkreditan pada Bank Jabar cabang Sumedang ini sangat menunjang tercapainya

kelancaran pemberian kredit serta tercapainya suatu tingjcat kolektibilitas kredit yang

sehat. Hal ini dapat terlihat dari persentase kolektibilitas kredit secara k^luruhan pada

Bank Jabar cabang Sumedang (data bulan maret dan april)

Lancar: 96,69%

Kurang Lancar1,11%

Diragukan: 0,72%

Macet: 0,09%

Kolektibilitas kredit untuk bulan Aoril:

Lancar: 97,12%

Kurang Lancar: 0,93%

Diragukan0,67%

Macet0,09%
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Dari data tersebut dapat dilihat bahwa persentase tingkat kolektibilitas kreditnya diatas

95%, hal ini menunjukan bahwa Pengendalian intern yang dijalankan oleh Bank Jabar

Cabang Sumedang cukup memadai. Laporan kolektibilitas kredit yang dibuat oleh Bank

Jabar r-abang Sumedang ini tidak dibuat peijenis kredit tetapi dibuat secara keseluruhan,

Rftdanglcan dampak atau pengaruh dari dijalankannya sistem pengendalian intern

perkredhan terhadap pemberian kredit modal keija adalah dapat dilihat dari

kolektibUitasnya, yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan kaae kredit tanggal

17 April 1997 bahwa pada Bank Jabar cabang Sumedang tingkat kolektibilitas kredit

modal keija dapat digolongkan lancar, hal ini mungkin apabila dilihat dari prosedur

pelaksanaan pemberian kredit dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diterapkan sesuai

dengan pedoman pelaksanaan pemberian kredit juga sebagian besar telah sesuai dengan

prosedur perkreditan yang telah dhiraikan pada tinjauan pustaka. Juga hal ini dapat

dilihat dari evaluasi pengendalian intern perkreditan, penulis menggunakan daftar

pertanyaan (lampiran 20) yang dilakukan pada tanggal 20 juni 1997 dengan kepala

ba^an kredit dan hasil dari daftar pertanyaan tersebut seperti dibawah ini, dimana

rekapitulasinya sebagai berikut:

Jumlah Ya = 26 s/d 30 = Baik

Jumlah Ya = 21 s/d 25 = Cukup

Jumlah Ya = 15 s/d 20 = Sedang

Jumlah Ya = 1 s/d 14 = Kurang
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut Bank Jabar cabang Sumedang memperoleh jumlah

Ya = 23 dan Jumlah Tidak = 7 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengendalian

intern perkreditan pada bank tersebut cukup memadai.

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelaslah bahwa pengendalian intern perkreditan

memiliki peranan yang sangat penting terhadap kelancaran pemberian kredit, khususnya

kredit modal keija sehingga merasakan maniaat dari pada pengendalian intern yang

dijalankannya yaitu salah satui^a adalah tercapainya suatu tingkat kolektibilitas kredit

yang sehat dari kolektibilitas kredit yang sehat itu akan tercapai tujuan utamanya yaitu

untuk meningkatkan profitability dan kelangsungan hidup dari bank itu sendiri.



BAB V

RANGKUMAN KESELURUHAN

Bank Jabar Cabang Snmedang merupakan Bank Umum dan Bank Pembangunan

Daerah, yang salah satu usahanya adalah memberikan fasilitas kredit yang diarahkan pada

perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan nasional dengan mengutamakan pemberian

kredit kepada pengusahan menengah kebawah dan pegawai negeri sipil hal ini sesuai

dengan peranannya yaitu menunjang ekonomi daerah, selain itu juga pemberian kreditnya

berorientasi kepada pengusaha-pengusaha imtuk keperluan pengembangan, rehabilitasi

dan modemisasi.

Dalam hal ini para penulis buku mendefinisikan bahwa kredit adalah penyediaan

pang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam-merainjam antara bank dengan pihak Im yang mewajibkan pihak

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga

atau imbalan yang telah ditentukan.

Bank Jabar mempunyai misi untuk mendorong usaha-usaha pembangunan daerah

rangka pembangunan nasional, turut mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi

daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, berperan sebagai motivator,

dinamisator, stabilisator pembangunan daerah, dan sebagai sumber pendapatan asli

daerah.
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Dalam pelaksanaan pemberian kredit, bank hanis memperhatikan asas-asas

perkreditan yang sehat karena kredit merupakan risk assets. Faktor penting dalam

pemberian kredit adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk

melunasi hutangnya sesuai dengan yang dipeijanjikan.

Dalam hal penilaian atas pemberian kredit, khususnya peberian kredit modal keija

sebagai salah satu fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Jabar memiliki perhatian yang

sama dengan kredit umum lainnya, yang lebih spesifik daii kredit modal keija adalah

pemakaiannya dari kredit itu sendiri karena kredit modal keija digunakan untuk usaha

perusahaan yang habis dalam satu atau dua kaU proses produksi, sehingga memiliki nsiko

tinggi pada bank.

Peranan pengendalian intern perkreditan sangat penting dan berfiingsi sebagai

paduan dalam pelaksanaan semua kegiatan yang berkaitan dengan perkreditan yang sehat

dan menguntungkan bank. Sistem pengendalian intern perkreditan bertujuan untuk

mengoptimalkan pendapatan dan pengendalian risiko bank dengan cara menerapkan

asas-asas perkreditan yang sehat. Dengan penerapan dan pelaksanaan sistem

pengendalian intern kredit secara konsekuen dan konsisten diharapkan bank dapat

terhindar dari pemborosan dan kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang

tidak bertanggung jawab dalam pemberian kredit khususnya pemberian kredit modal

keija.

Pada umumnya setiap perusahaan membutuhkan modal keqa untuk membiayai

operasinya sehaii-hari, bantuan modal kreja yang dibenkan bank dipergunakan
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perusahaan secara luas seperti pembelian bahan-bahan baku, bahan penolong dan biaya-

biaya produksi lainnya (upah, biaya pengepakan, biaya distribusi dan sebagainya). Modal

keija tersebut tidak nampak secara fisik karena dipakai untuk perputaran usahanya

sehingga bantuan modal keqa memiliki risiko yang cukup tinggi dan dengan demikian

perlulah kiranya pihak bank untuk memperkecil risiko tersebut dengan sistem yang

disebut dengan pengendahan intern. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk

memilih judul "Peranan Sistem Pengendalian Intern Prekreditan Terhadap Pemberian

Kredit Modal Keija pada Bank Jabar Kantor Cabang Sumedang".

Sedangkan maksud yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah i

1. Untuk mengetahui peranan pengendalian intern atas pemberian kredit terhadap

prosedur yang diterapkan.

2. Untuk mengetahui pengaruh atas diterapkannya sistem pengendalian intern yang

memadai atas pemberian kredit modal kega guna menunjang tercapainya kolektibilitas

kredit yang sehat.

3. Untuk mengetahui relevansi antara teori yang dipelajari selama kuhah dengan realisasi

yang ada pada lembaga keuangan bank mengenai penerapan pengendalian intern

perkreditan terhadap pengendalian kredit modal keija.

Prosedur pemberian kredit umum khususnya pemberian kredit modal keqa pada

Bank Jabar Cabang Sumedang meliputi prosedur persiapan kredit, analisa, realisasi,

administrasi dan laporan kredit serta supervisi kredit. Didalam prosedur pemberian kredit

tersebut sudah dinilai cukup memadai, tet^i tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap
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sistem yang dijalankan pasti memiliki kelemahan, kelemahan yang ditemui dalam hal ini

adalah tidak terdapatnya pendelegasian wewenang dalam pemutusan kredit dan

penatausahaan administrasinya yang sudah menggunakan komputer tetapi kartu

primanota masih dibuat untuk memback up secara manual sehingga hal ini dinilai kurang

efisien.dan juga terlalu banyaknya pekeijaan kasie kredit sampai hams melakukan

wawancara pendahuluan dengan nasabah, tetapi dilain hal terlihat adanya pengendalian

intern yang cukup memadai. Dari sistem pengendalian intern yang dijalankannya

berakibat pada kolektibilitas kredit khususnya kredit modal keija yang dapat dikatakan

lancar, serta kolektibilitas kredit secara keseluruhan masih diatas 95% (data Maret-April

1997) hal ini fWAwiinjiikan adanya peranan dari diterapkannya asas-asas perkrecUtan yang

sehat melalui suatu sistem pengendalian intern perkreditan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data yang diperlukan dengan

menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu memperoleh data dengan

Tn.»Pg..mp.iiifan buku-buku ilmiah wajib dan buku-buku ilmiah lainnya yang ada

relevansinya dengan penelitian yang dilakukan, serta metode penelitian lapangan yaitu

penelitian yang dil^'k'tkan dengan cara mengumpulkan data dan informasi langsung ke

objek penelitian dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berkepentmgan juga

fnAlalfiilfan obsevasi yaitu mengamati aktivitas yang dilakukan oleh bank.



BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Setelah inglaloitcan pembahasan dari hasil penelitian yang penulis peroleh maka

dapat disimpulkan hal-hal sebagju berikut:

1. Struktur organisasi Bank Jabar Cabang Sumedang telah cukup memperlihatkan

pemisahaan fiingsi yang jelas antara fungsi perencanaan, administrasi, otorisasi dan

fangsi pelaksanaan. Begitupun pada struktur organisasi perkreditannya telah ada

pemisahaan tugas antara pembahasan kredit, pemutusan kredit, penyelenggara kredit

dan pengawas kredit. Dimana pembahas kredit dilakukan oleh Analis dan Kasie

kredit, pemutus kredit oleh pimpinan cabang, penyelenggara kredit dilakukan oleh

administrasi kredit sedangkan supervisi kredit adalah bertugas sebagai pengawas

kredit.

2. Bank Jabar Cabang Sumedang pada dasamya telah menerapkan sistem dan prosedur

pengendalian intern yang cukup memadai atas pemberian kredit umum khususnya

kredit modal keqa yang meliputi:

■ Prosedur persiapan kredit

■ Prosedur analisa kredit

■ Prosedur realisasi kredit

■ Prosedur administrasi dan laporan kredit
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■ Prosedur supervisi kredit.

Masing-masing prosedur dilaksanakan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan

dalfftn pedoman umum perkreditan Bank Jabar.

3. Prosedur pencatatan yang layak telah diterapkan dan dilaksanakan secara teliti yang

selalu dihubungkan dengan pengendalian intern yang meliputi:

■ Pencatatan pada bagian kredit itu sendiri.

■ Pencatatan pada bagian akuntansi.

4. Dokumen dan catatan yang digunakan untuk administrasi dan pengawasan yang

cukup, agar kredit yang telah diberikan beijalan lancar dan aman.

5. Persentase kolektibilitas kredit mencapai diatas 95% hal ini menunjukan bahwa Bank

Jabar cabang Sumedang berada pada kondisi yang cukup sehat, serta secara khusus

tingkat kolektibilitas kredit modal keija dapat pula dikatakan lancar (menurut hasil

wawancara tanggal 17 April 1997 dengan kasie kredit). Hal ini menipakan

dampak/pengaruh dari diterapkannya sistem pengendalian intern perkreditan.

6. Evaluasi terhadap pengendalian intern yang menyangkut daftar pertanyaan tentang

hal-hal yang harus ada pada ke^atan perkreditan yang dijalankan Bank Jabar Cabang

Sumedang dan perolehan jawaban Ya mencapai 23 sedangkan jawaban Tidak 7 dari

30 pertanyaan yang diajukan. Hal ini menunjukan bahwa pengendalian intern pada

bank tersebut cukup memadai dari rekapitulasi jumlah Ya 21 s/d 25 = Cukup.
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7. Adanya biro pengawasan (dari kantor pusat) yang bertindak sebagai internal auditor,

dimana biro pengawasan ini mempunyai kesempatan untuk melakukan pemeriksaan

dan penelitian kembali secara idependen keseluruh kantor-kantor cabang yang ada.

SARAN

1. Untuk lebih mengefisienkan ke^atan dalam pemberian kredit maka pada pemutusan

kredit, sebaiknya ada pelimpahan wewenang kepada kepada kasie kredit untuk

pemberian kredit dalam jumlah tertentu.

2. Didalam prosedur pemberian kredit kasie kredit memiliki banyak peranan didalam

pemberian kredit termasuk wawancara awal dengan nasabah, untuk itu penuiis

menyarankan agar Bank Jabar Cabang Sumedang menuliki Account OfiBcer untuk

meringankan tugas kasie kredit dimana tugas dari Account Officer meliputi:

■ Orientasi kredit marketing

■ Melayani permohonan kredit

■ Wawancara

■ Call program (kunjungan ke perusahaan/ke penjaminan)

■ Analisis kredit (dengan prinsip 5C)

■ Trade cbecking (mengecek keadaan usaha nasabah melalui konsumen atau supplier

atau saingan usaha)

■ Pembinaan kredit

3. Pada administrasi penatausahaanya Bank Jabar Cabang Sumedang sudah

menggunakan komputer tetapi kartu piimanota masih dibuat untuk memback up
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secara manual, hal ini membuat pekeijaan tidak efisien tetapi bank tersebut beraiasan

bahwa mereka belum memilild pegawai/programmer yang dapat mengoperasikan

komputer secara handal, dari hal tersebut penulis menyarankan untuk lebih

mengefisienkan pekeijaan, sebaiknya Bank Jabar Cabang Sumedang merubah sistem

penatausahaannya menjadi benar-benar terkomputerisasi dan merekrut pegawai yang

benar-benar ahli dibidangnya sehingga pembuatan kartu primanota tidak perlu

.^iiainilfan la^ karena hal ini akan membuat pekeijaan lebih baik, efisien dan efektif.
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BANK JABAR CABANG SUMEDANG

SUB. SIE. KAS

SUB. SIE SUPERVISISUB. SIE. AKUNTANSI

KASIEKREDIT

SUB. SIE. KAS DAERAH

r- KASDEKEUANGAN

SUB. SIE. KREDIT PROGRAM

SUB. SIE. DANA DAN JASA

SUB. Sm. ANALISA KREDIT

PIMPINAN CABANG

SEKRETARIAT DAN UMUM

SUB. SIE. KREDIT UMUM/

ADMINISTRASI KREDIT



SYARAT-SYARAT UMUM I'EMUERIAN KREDIT

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT /

^ wmpiTon g

Pasal 1

Ikrlakunya Syarat-Syurat Uniuni

I.

2.

Syarat-syarat uinum ini menetapkan peraturan-pcraturan yang bcrl h sccara tinnitn atas Perjanjian
Kredtt yang dipakai Bank Pembangunan Daerali Jawa Barat dalain^ eiuberikaii KrcJu Invcsiasidan

Kredit Modal Kerja.

Apabila tldak terdapat ketcntuan-ketenluan atau syarat-syaraykhusus dalaiii Perjanjian Krcdii yang
bersangkutan, imka syarat-$yarat uinuin ini berlaku secara lai^ung bagi Perjanjian Kredit itu.

Pasal 2

Pengertian Istilah

IstilaJi-isdah yang terdapat dalam $yarat*syarat umum atau dalam Perjanjian Kredit hendaknya diartikan
sebagai b-->ikut:

Yang dimaksud dengan:

1. Bank

2. Debitur atau Peininjain
3. Kredit Invcstasi

4. Kredit Modal Kerja

S. Hutang

ialah Bank Pembangunan Dacrah Jawa Barat baik Kantor Pusat
maupun Cabang-cabangnya.
ialah seorang atau beberapa otang atau suatu Badan Hukum.
ialah kredit yang penggunaannya ditujukan untuk pembiayaan

barang-barang modal yang tahan lama.

ialaii krcdii yang penggunaannya ditujukan untuk pembiayaan

modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali

siklus/proses produksi.

ialah seluruh jumlah kcwajiban kcuangan Debitur kepada Dank yang
timbui dari transaksi Kredit antara Bank dengan Debitur yaitu

berupa jumlah pokok yang terhutang, bunga yang telah jatuh tempo,
denda serta biaya>biaya lain.

Pasal 3

ii Bank membetikan Krcdii Invcstasi dan/atau Kredit Modal Kerja dimaksudkan guna pembiayaan
Perusahaan baru atau guna pcrluasan modcrnisasi, dan atau rehabilitasi Pcrusahaan yang telah ada
serta pengoperan Perusaliaan.

2. Pe'rusaliaan-perusahaan yang dibiayai dengan Kredit Bank adalali Perusahaan-perusahaan yang
prod uk tit'.

3. Kredit Invcstasi yang diberikan sit'atnya satu kali (nun revolving) Kredit Modal Kerja yang diberikan
bisa dalam bentuk Rekening Koran (revolving) atau hisa dalam bcntuk Kredit yang penarikannya
sekaligus dengan pembayaran kembali secara sckaligus atau diangsur.

Pasal 4

Bunga. Denda dan Biaya-biaya lainnya

1. Debitur wajib inembayar bunga sebagai herikut:
a. Untuk Kredit Invcstasi atas jumlah pokok Kredit.
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b. Untuk Kredit Modal Kerja:

Dalam hal pcngambilan sekaiigu$: bunga dikenakan atas junUah pokok Kredit. sedaiigkan dalani

hal Kredit Rekening Koran dikenakan bunga yang berbeda (bcrlainaii bcsarnya) atat iaido

debet dengan saldo kredit.

Besarnya prosentase suku bunga sesuai dengan ketcntuan yang ditetapkan Dircksi Bank

Petttbangunan Daerah Jawa Barat, serta dicantumkan dalani Perjanjian Kredit.

2. a. Bunga dihltung atas dasar hari deini liari dengan penibagi tetap 30 hari.
b. Untuk Kredit In vestas^ bunga dihitung atas dasar hari demi hari incnurut tahun takwin.

3. Debitur wajib inembayar denda atas pokok. bunga dan biaya>biaya lain yang tenutiggak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku pada Bank Pembangunan Daerali Jawa Barat scria dicantumkan dalam

Perjanjian Kredit.

4. Debitur wajib membayar biaya Notaris dalam rangka "Pengikatan Uiung Dengan Mcmakai Jaiiunan"
bila pengikatan dilakukan secara notarial.

5. Debitur wajib membayar ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan ketentuan Bank

Pembangunan Daerah.

'■ Pasal 5

Penarikan dan Pengguman Kredit

1. Dalam hal Kredit Invcstasi perinintaan penarikan Kredit oleh Debitur kcpada Bank liarus diajukan
secara tertulis diseriai dengan bukti-hukti/dokumen yang diperlukan dan ditcrima baik uleh Bank,
seperti Perjanjian Penibclian. kontrak-kuntrak. kwitaiiii/iaktur dan sebagainya.

2. Debitur harus menggunakan kredit sesuai dengan tujtian semula sebagaimana telali ditetapkan dan
disetujui Bank hal tersehut tercanium dalam Perjanjian Kredit.

3. Pelampauan pembiayaan perusahaan yang melebilii jumlah yang telah disetujui Bank.menjadi hcbaii
dan tanggung jawab Debitur.

Pasal 6

Pembayaran kembali kredit

1. Debitur harus membayar pokok kredit dan bunga sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana
ditetapkan dalam Perjanjian Kredit.

2. Setiap yang belum dibayar sesuai dengan jadwal pembayaran dianggap sebagai tunggakan dan akan
dikenakan denda.terhitung mutai bulan berikutnya dari bulan yang ditetapkan dalam jadwal.

3. Sebelum pembayaran yang ditcrima Bank akan dipergunakan untuk kcpcrluan hutang debitur
menurut pembayaran yang didahulukan. sebagai berikut:
a. Denda-denda

b. Biaya>biaya dan ongkus-ongkos lainnya
c. Bunga
d. Pokok Kredit.

Urutan tcrsebut di atas dapat dirubah apabila dianggap perlu uleh piliak Bank cq. Dircksi atau
pejabat yang ditunjuknya.
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Pasal 7

Jaminan

1. Bank akan mengikat jaminan yaitu kekayaan debitur (atau kuasanya) balk yang berupa barang tidak
bergerak maupun barang bergerak.

Semua barang jaminan yang tergolong kepada barang-barang tidak bergerak diikat secara kuasa
memasang Hipotik pertama, kedua, ketiga dan seterusnya.

3. Sedangkan terhadap barang<barang bergerak diikat dengan ttduciare eigendom overdracht (feo).

4. Semua biaya untuk keperloan pengikatan barang jaminan tersebut adalah beban debitur.

Paaal 8

Asuransi

1. Batang>barang jaminan tertentu bila dianggap perlu oleh pihak Bank hariu diasuransikan dengan
syaiat "Banklr Clause" dengan harga pertanggungan senilal harga sehat.

2. Biaya asuransi menjadi beban dan harus dibayar oleh Debitur sedangkan Polis asU diserahkan kepada
Bank untuk disimpan.

3. P'.nutupan asuransi harus diperbaharui setiap tahun dan berlangsung selama kredit berjalan.

4. Pengajuan claim asuransi harus disertai bukti-bukti sebagaimana lazimnya.

Pasal 9

Ketentuan khusus, pengawasan dan pemerikaaan

1. Debitur seyogyanya memiUki dan menyelenggarakan ketatalaksanaan, pencatatan, administrasi
sedemikian rupa yang dapat diterima oleh Bank.

2. Debitur seyo^anya mengungkapkan data lengkap kepada Bank perihal kebijaksanaan yang dijalan-
kan, rencana dan segala kegiatan usahanya tanpa ada sesuatu yang dirahasiakan.

3. Selama kredit bdrlangsung. Bank berhak untuk mengadakan pembinaan dan pengawasan (supervisi)
atas jaiannya perusahaan untuk lancamya pembayaran kredit.

Pembinaan dan pengawasan itu dapat berupa:

a. permintaan iaporan-laporan keuangan baik insidentii maupun rutin.
b. pemetiksaan pembukuan/administrasi perusahaan,

c. pemetiksaan keadaan flsik perusahaan secara keseluruhan.

Pasal 10

Upaya pengamanan ba^ Bank

1. Apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibaruiya baik bcrdasarkan Petjanjian
Kredit maupun Syarat>Syarat Umum ini, maka Bank berhak untuk melaksanakan semua tindakan
pengamanan untuk melindungi kepentingan Bank, termasuk menyerahkan persoalaiutya kepada
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i'UPN/BUPN auu Pengadilan Negeri, sem menjual atau Iain-lain cara pengalihan hak milik dan

harta benda yang dijaminkan Debitur kepada Bank sebagai jaminan kredit menurut syarat-syarat

dan cara-cara yang dianggap balk oleh Bank.

2. Debitur akan tetap bertanggung jawab atas segala hutang4iutang debitur dari kewajiban-kewajibannya

kepada Bank selama belum lunas.

Pasal 11

Penibahan Syaiat-Syarat Umuin dan Peijanjlan Kredit

1, Apabiia teijadl perubahan dan/alau tambahan atas UnJang-Undang dan atau Peraturan-Peraturan
yang berlaku baik yang'dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Lembaga-Lenibaga Pemetintah,
termasuk Bank Indonesia maupun ketentuan dari pihak Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat

senditi, maka Bank akan mengadakan perubalian dalam Syarat-Syarat Umum dan/auu Peijanjian

Kredit dimana perubahan-perubahan tersebut akan inengikat debitur mulai dari tanggal terjadinya

perubahan dan/atau tambahan-tambahan tersebut.

2. Syarat-syarat Umum in! merupakan lampiran dan merupakan satu keputusan yang tidak dapat

dipisahkan dengan Perjanjian Kredit No tanggal

Menyetujui: BANK PEMBANGUNAN DAERAll

Debitur JAWA BAKAT

.) ( ) 1

Penanggung:
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PERJANJIAN KREDIT

uantf/iifJin ^

Ki KU. 7 Inv/MK

No,

Yang;bertanda4angan di bawah in!:

I.

II.

dalam hal ini bertindjk umuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
selanjutnya disebut Bank. ̂

dalam peijanjian inl bertindak untuk dan atas nama

selanjutnya disebut Debitur.

Kedua belah pihak menyatakan telah sepakat mengadakan peijanjian Kredit dengan syarat^yarat
dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

••

Pasal 1

Keteiituan Umuro

1. Terhadap Peijanjian Kredit ini betlaku syarat^yarat umum Pemberian Kredit Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat yang selanjutnya dalam Peijanjian Kredit ini cukup disebut "Syarat.Syarat Umum"
yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan dilampirkan pada Peijaiqian Kredit ini.

2. Apabila di dalam Peijanjian Kredit ini terdapat ketentuan-ketentuan yang berlainan dari dan/atau
bertenlangan dengan ketentuan-ketentuan di dalam Syarat-Syarat Umum, maka ketentuan-ketentuan
khusus di dalam Peijanjian Ini yang berlaku.

3. Di samping Syarat-Syarat Umum, maka atas Peijanjian Kredit inl diperlukan lampiran-lampiran yang
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peijanjian Kredit ini laiah ;

— "Surat Kuasa untuk menjuai" barang-barang/benda tidak betgerak sebagai jaminan atas kredit ini.

— "Fiduciarc Eigendom Overdracht" atas bendabenda betgerak yang dijaminkan.

— Lampiran ialnnya yang dianggap periu oieh pihak Bank.

Bank memberikan kepada Debitur:

1. Kredit Investasi sebesar Rp. ..

Pasal 2

Sifat dan Jumlah Kredit

.(

Jumiah kredit tersebut hanya boleh dlpergunakan Debitur untuk keperluan :..

Sifat Kredit investasi tersebut di atas adaiah satu kail diberikan (non revolving).

2. Kredit Modal Keija sebesar Rp (

Jumiah kredit tersebut hanya boteh dipergunakan Debitur untuk keperluan : ..

Sifat kredit tersebut di atas diberikan dalam bentuk ;



Pasal 3

Penafikan Kfedii

Penarilcan kreJit olcli Dcbitur diatur sciuai dengan krpcrhian dcngaii distriai percncanaan dan/aiau
bukti-bukti pembayaran kupada supplier.

Pasal 4

Pembayaran kembali kredit

DebKur wajib melunasi kredii kcpada Bank sebagai berikut :

a. Dengan cara dibayar sckaligus seiambat'lambatnya pada lansgal

b. Dengan cara diangsur tiap4iap
gntuk pertamakallnya pada tanggal
dengan Rp

;  )

Sehingga tunas selambai-lambalnya pada tanggal

c. Dalam ha] kredit secara Rckening Koran, maka krcdit haros dibayar seluruhnya sclaiiibat-lanibainya
pada tanggal ,

d. Debitor member! hak kepada Bank tanpa pemberitahuan terlebili dahulu setiap kali memindah-
bukukan dari Rekening Cironya/Rekenlng Korannya jumlah kewajiban debitor yang haros dibayar
untuk diperhltongkan sebagai pembayaran pokok.bonga.denda dan Iain-lain.

Pasal S

Propisi. Bonga dan Uenda

1. Pad.1 saat pengambilan krcdit debitor dikcnakan propisi sebcsar '.'{•darijumiah krcdit yaiii;
dipotong langsung dari krediinya atao dibayar secara lunai.

2. Dcbitur wajib membayar bonga dengan ketcniuan sebagai berikut :

a. Bonga Kredli Investasi sebesar 'f ^
per tahun atao % '
per bulan yang dikcnakan atas saldo pinjaman tiap-tiap

b. Bunga Krcdit Modal Kerja sebesar % ^
per tahun atao ':%[ '
per bulan yang dikcnakan atas saldo pinjaman dan harus dibayar tiap-tiap

c. Untuk Kredit Rekening Koran (R/K) sebesar tcrhadap pinjaman
yang dipergunakan (Saldo Debet) ditamhah sebesar ^
tcrhadap pinjaman yang tidak dipergunakan ( Saldo Kredit ), dan dihitungjharian nicnurut
hati bulan.

3. Selatria masa tenggang pembayaran pokok kredii. kepada Debitor tctap dibebani kewajiban mem
bayar bunga.

4. Dalam hal Debitor tidak melakunakan pembayaran pokok kredit dan/atau bunga. biaya^riaya dan
Iain-Iain (kccuali denda) pada waktunya maka Bank akan membebankan denda kepada Debitor
sebesar:

a. 3 % ( tiga prosen ) per tahun atao V* 7<> ( satu per cmpat proscn ) per bulan tcrhadap tunggakan
pokok sebulan sctelah tanggal jatuh tempo angsuran/pelunasan Pokok Kredit Investasi/Modal
Keija.

b. 25 7 { duapuluh lima proscn ) per bulan tcrhadap tunggakan bunga sebulan setelah tanggal
jaluh tempo angsuran bunga Kredit tnvesiasi/Modai Kerja.

Pasal 6

Jamlnan Kredii

Tcrhadap Krcdit Investasi dan atau Kredii .Vlodal Kerja yangdibcrikan Bank ini, Dcbitur haros mcnycrait-
kan barang-barang jamlnan sebagainiana diniual dalam laiiipiran-lanipiran.



Surat-surat KuasaMenjual ~

FEO

Lain4ainnya.

Paaal 7

Bank b«rhak untuk menagih kredit ini atas sisanya. berikut bunga, denda-dcnda dan biaya-biaya lainnya
dei^an sckctika dan sekaligus, atas kekuatan Peijanjlan Kredit ini, apabila :

• a. Dcbitur melalaikan kewajibannya membayar angsuran pokok bunga, denda dan biaya lainnya.

b. Debitur meninggal dunia, kecuali para akhliwarJt dari yang ineninggal ilu dapat memenuhi kewajiban
nya menurut Undang-Undang.

c. Debitur dinyatakan pallit, di bawah pengawasan pengampu (onder curatele) atau karena apapun juga
tidak berhak lagi mengurus atau menguasal kekayaannya.

d. Kekayaan debitur seluruhnya atau sebagian dbita oleh piliak lain.

e. Debitur menurut perhitungan Bank tidak atau tidak cukup memenuhi peraturan-peraturan yang
ditetapkan dalam Peijanjian Kredit ini.

Pasal 8

Tempat dan Kcdudukan Hukum

1. Segala akibat dari Peqanjian Kredit ini kedua belah pihak memiiih tempat kcdudukan yang teiap dan
tidak dapat diubah yaitu di Kantor PUPN/PUPN Cabang Jawa Barat atau Pengadiian Negeri di
r  *

2. Perjanjian Kredit ini ditanda-tangani di
pada tanggal

BANK PE.MBANCUNAN DAERAH

JAWA - BARAT

Kaiiim

1. (

Debitur.

;vV ) ( ) (.

Penanggung,

.)
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BEBERAPA KETERANGAN YANG HARUS DIISI OLEH

PERUSAHAAN. BADA^ PEREKONOMIaN RAKYAT DLL
YANG MINTA PINJAMAN (YMF) KEPADA BANK PEM.

BANGUNAN DAERAH JAWA - BAUAT

:rft;iBau mengenai pcmohon* kredif.

Untak perorangan

a. N a m a

h. Jnbatan

c. Alaraat kartn pendaduk RT/RK Tilp

d. Monikah dengan

c  Jabatan

Untttk f-adaa hakom / Pf.rusahaan

a. Nama perusabaaa

h. Alaaiat percsahaati

c. Bcmak hukaoi psrusahaaa ( Akta pcndi-

rian/Notaris, dilampirknii )

' d. Suiiinau Peugorus

a.. Lapangan usaha

b- Izia - iziu

Hvibongaa deggan pfhak Inat

a. Nasabah giro ( No. sejak kapan

b. Hobungan kredit ( berapa knli

basarnya masing.taaring )

c  Apakah sedang/pemah mendapat krc.dit

dari pihak lain baik bank/bukan bank

berapa bcsarnya nntnk kcperluan dan jaminan

angan mengenai kredit yang diminta

.  Berapa jnmlah kredit yang dirointa

Tcmpat/HO No.

Usaha No.

•si.

tgi.

2. Untnk
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2. Umok .keperlnan apa ' jika natak lebih dari

satu keperloan agar diperioci bcrapa besar

TiiLtBk-inasiiig>inasi:ig kepcrluan)

3. Tujaan uQtuk pemborongan, Koa:rak/SPK/

Order dab. agar dilampirkaa

4 Alasaa permintaan kredit

5  laogka waktu kredit ( Rcncaua pen gem.

balUa kredit )

a. Berapa lama

b. Berapa aagsaran pokok ttap balan/trlwalan

c. Pokok akan dlbayar sckaligt.s/RC kredit

11 Gani'^?aran rencana ttsaha :

I. Rencaaa produksl/omzst

a. Tahan yang Ula

b. Tahon yang bcrjalan

e. 7'ahaa yang akan datATig/satslah meodapati

kredit !

V. Jamiasti yang akag dlberlkan :

No Jcnls Pemllikan atas nama sataan Irarga sat J o m 1 a h

J tt m I a h

Jclaskan babangan dengan pemohoti dalam bal psrnillk jamlitan bukao pemobon kredit.

V. Keterangan
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Keteransan lainaya :

1. YMP akaa tunduk dan patnh kepsda

perataraTi2 BPD Jabar

2. Semtia jaminan yang dtbarikas bcrsedia

nntnk diasnransikan olch Bank dcngan

biaya ditanggung pemohon

3. Keterangan2 tcrscbnt di atas dibnat clch

pemohon dengan scbenar.benarnya.

19.
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Pebitur :

A. - Pernohonan Xrodit.

- Sur.at Kotoroogan'Desa/Xecaoatan,

- S\^aK Xuaaa Jamiaan.

.  - Surat Kuasa Pomotongan Gaji,

- Daftar Perinoian Gaji,

1 Akto j CV.PT.Fa, No i

- Ijin-ijin I - HO . / Surat Keterangan Tem'pat Uaaha,

- 5 I U P

- Surat Iziu Perindustrlan.

-TOP.

- Hekouendasi dari :

- S I P P .

" Surat Prakualiflkasl ,

, S I B .

- S P K / Guning

- S P L .

-NPUP No

- Informaei Bankt

B. - Berita Acara Pemerikaaan Jeoinan.

- Analiaa Kredit.

c, - Surat. Xoputuaan Xredit.

- Sarat.sarpt Umum Pemberlan Kredit.

- Persetujuan Kredit, ( PK ).

- S K U M .

- y E 0 ,

- Barong Jaminan .

. Akta Notaria/ Keterangan Notarls

- Tanda Penerima ̂ Penyerahan Jaolnan.

r Surat Pemberitahuan/Pembloklran BPKS ke Kepolisian HI,

. Kultanai Pemberlan Kredit,

- Perincian Biaya Prcpiei,BMK.Hateroi,Notaria,dll,

D, - Berkas> kegiatan Suverviai,

•_ooo COG ooo->
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BANK JABAR

Lompiran G

BANK PEMBAHQUNAN DAERAH MWA BARAT

Notnor : Sumedang,
Lamp. : — /

/ V
Kepada Yth: / j\

Sdr /

Pcrihal : Pembcritahuan atas Permohonan Fasilitas Krcdit

Mcmpcrhatikan permohonan pengajuan kredit Saudara tang-
gal untuk mendapatkan fasilitas Modal Kerja dari
BANK JADAR, setelah kami teliti dengan seksama dengan sangat
menyesal kami kabarkan bahwa permohonan tersebut beluni danat
diocnuhi mengingat satu dan Iain hal kurang sesuai dengan kebi-
jaksnnaan perkreditan Dank kami. *

Namun demikian kami yakin bahwa kami dapat menjadi Mitra
Usaha Mcnuju Sejahtera Saudara untuk waktu-waktu yang akan da-
la rig .

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasa-
manya kami ucapkan terima kasih.

DANK JABAR

CABANC SUMEDANG,

Pemimpin Kasi Kredit

KP. i KC. Eka. •
KANTOR PUSAT:

J.OiagaNa. l2Sandung40lll 'np.49SSS3( lOSakiran)
Telea: 28379 BPOOO. 28624 BPOPST lA. Alamal Kawal: DPO JABAR Kouik Pos: I3SS

Faewnlfl: 4206944 Tip. Pelayanan Dank BeviM: 438344,4202896.4206834

CASANO-CADANO:

eANDUNO ICABUT) • 8EKASI ■ UOCIOH ■ CIMAS • ClANJUn ■ CIXAIIANR ■ CIMAHl. CinCUON • OEIOK ■ CAIIUI
INOIUUAVU - KARAWANC - KUNINGAN - lABUAN ■ MAJALENGKA. PANnEClANC ■ PWRWAXAfllA - RANQXASDlTUNn

SERANO . SOREANO . SUBANG. SUO. SUXABUMI. SUMEOANO. TAMANSARI. TAMCERANO • TASKktAlAYA
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BANKJABAR
lANX PIUaAMaUMAN DAflUH JAWA •AfUT

Nomor : ...

Lamp. : —

Kcpada Yth;
Sdr

Sumedang

Pcrihal : Pcrsetujuan Fasititas/Krcdit

Sehubungan permohonan Saudara nomor
tanggal atas Fasilitas krcdit, dengan ini dibt:-
ritahukan bahwa permohonan Saudara dapat disetujui dengan ketcn-
tuan dan syarat-syarat sebagai berikut
t. Jenis Kredit ;  - KREDIT INVESTASI UMUM (KIU)

- KREDIT MODAL KERJA UMUM (KMKU)
2. Besar Plafond Kredit KIU 8 Rp

- KMKU 8 Rp
3. Jnngkn WaJ<tu ;  - KIU S TAHUN

- KMKU 8 TAHUN
4. Tingkat Bunga

•  • % / Tahun
5. PengambiIan Kredit :  - KIU = SESUAI KEBUTUHAN

- KMKU s SEKALIGUS / SECARA R/C.
6. Pengembalian :  - KIU s POKOK : TIAP

BUNGA : TIAP BULAN
- KMKU = POKOK : SEKALIGUS

BUNGA : TIAP BULAN
7. Agunan yang diberikan

a

8. Pengikatan Kredit dan Pengikatan Agunan dilakukan Secara
Notariil dan segala biaya yang timbul mcnjadi beban Saudara.

b.

c.

9. Syaral-syarat

A. Yang harus dilakukan olch P«bitur :

adalah Sdr.1. Yang menandatangani PK

(••••; ) dan ( )
2. Pencairan Kredit dilakukan sesuai kebutuhan dan didu-

kung oleh bukti-bukki / kwitansi pembclian.
3. Bangunan Pabrik wajib diasuransikan melalui A^suransi

yang ditunjuk olch Dank Jabar secara banker's * CIouse
untuk kepentingan Bank Jabar.

4. Mesin-mesin yang ada dan yang akan dibeli diiknt secara
Fiduciare.

KC. In
CAIAMOCABANQt

BMOUNOlCABUTl-BClUSI'tOOOII'CUMS-OANJUll.CBgMlNO'CMAHI.etfitMN.OEBOA'OARUT
POQAMAW • AAAAMrANO • KUNMQAN . VABUAN • IMJAUNOM* PUHWMKAATA* HAWQAAtHlWO

fLC



0BANKlABAR

*!. Aktivitas keuangan perusahaan clisalurkan mclalui rckc-
ning R/C. alau giro (11 Dank Jabar Cabang Suroedniig.

6. Tiap Semester wajib mcnyampaikan Laporan Keuangan
kepada Bank Jabar Cabang Sumedang.

7. Bersedian* raemberikan data-data / keterangan-kelerangan
usaha apabila sewaktu-waktu dimintn olcli Dank.

8. Wajib memenuhi semua ketcntuan dan peraluran pcrkredi-
tan yang berlaku di Bank Jabar.

B. V.ing tidak hnlch dilakukan Debitur ;
1. Tidak diperkenankan meiakukan penarikan melebihj juiniah

maksimum fasilitas kredit yang telah dibcrikan ,
2. Bertindak sebagai penjamin / company guarantee unluk

kepentingan pihak lain dan/atau menjaminkan linrta
kekayaan perusahaan dan atau penjamin kepada pihak lain

3. Selama fasilitas kredit masih berjnlan, tidak dipeikc-
nankan menjuali menyewakan, mengalihkan atau riengnn

!  cara Iain melepaskan barang jaminan, menggadaikan
barang jaminan meroberikan barang jaminan atau dengan
cara Iain membebankan barang jaminan tersebut lerniasuk
meminjamkan kepada pihak lain tanpa persetujuan lertu-
lis terlebih dahulu dari Dank Jabar.

10. Dokumentasi yang harus dilengkapi
- Photo copy KTP Saudara dan Pesero Komanditer
- Tanda Lunas PBB terakhir
- Surat Keterangan Desa berlkut denah lokasi agunan yang

diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan.

11. Lain-lain , .. . , , .
Segaia sesuatu yang belum atau belum cukup dialur dalam suiat
inif akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kredit dan atau
surat menyurat maupun pemberitahuan/keputusan lainnya yang
merupakan baglan yang tidak dapat dipisahkan dari surat ini.

Demikian untuk menjadi makium dan apabila Saudara menyetujui
ketentuan-ketentuan tersebut diatas, harap tembusan surat ini
setelah Saudara tandatangani di atas materai Rp 2.000,- segera
dikembalikan kepada kami untuk mempersiapkan perjanjian kredil-
nya.

DANK JADAR

Mengetahui/Menyetujui, CABANG SUMEDANG

Pemimpin Kasi Kredit
Penanggung,



BANK JABAR
BANK PEM8ANGUNAN OAERAH JAWA BAflAT

LofTipirQn S

TELAHTERIMADARI:

JUMLAH YANG TERSEBUT

UNTUK PEMBAYARAN

\POKOK

BUNGA

Rp

TERBILANG

SETELAH PEMBAYARAN INI;

SIsa Pokok ; Rp...

Sisa Bungan : Rp...

r (ri.F!e.'.N AfAll NOMOH 3'JRNAL)

J
Oilsiima Qleh

BANK jABAR

UNTUK PEMOAVARAN SELANJUTNYA
KWUANSI INI HARAP DIBAWA

BANK JABAR
ii«K KttlANdUNAH OAflUH lAlUT

TANOA SETORAN i L"

Krodi rekenmg No.

alas nama

Q Saiofan Tunai

["1 Setonin CoH / BG BPD

Q fUAonn Cofc / BG Wiring

KETERANGAN JUMLAH

I-
O
Ui

i
Z

z

XO /

lANGGAl :

/ O /
I JJ<faLAH SETORAW■orWiang

OtSETOR OLEH : BANK JABAR
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Lampiran lO

K E P U T U S A N K. R E D I T

Berdasarkao data^aia hasil anatisa, diputuskan untuk mcmberi kredil kepsda :

N a m a

Alaioat dan Tilpon

icnis kredit

5 e b e a a r

Kredit Invutasl Uinum/Kredii Modal Kerja Umum/KIK/KMKP/Kvl^

: Modal Kcrja *) »■ Rp.

(

Invcatati *) = Rp.

(

Tujuan kredil untuk kepctluan :

Jangka waktu :
Grace periode/masa teoggang :
Cara penarikan :

Cara peogembaliao ;

Tingkat bunga :
Jaminan yang dlgunakan dan nilainya :
a. Oaraiig tetap ;

b. Barang bergerak

c. L a i n It y a

Nilai jaminan seluruhnya ; Rp.
Pengikatnn kredil/Jaminan ;

Syarat-syarat lainnya

N a m a

Jabatan

,19.

") Corel yang lidak perlu.



JUMLaH MNMMAN Rr

RENCAKA PEMBWARAN KEMDALI

Bunga : %

SEICALIGUS

DiCICIL

RERAKHIR

DIPERPANJANG

Golcagaa

Rek. Giro NO.

DEBITL'R-

Aliicat Runsaii

Kanior

Telp. No. ..

No. Pokok

fCarta kc

Kode

Sandi

Pokok

Biinga

Dscda

Afflbil / SlorBUNGAPembavaran POKOK
BuianDeo daKe:enui»aa/Catatan

Tanggal D<KTgl. Order Jomlab (Rp)

3

B
3
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Uampinan

Surat Kuasa untuk menjual sebidang Persil dan Rumah
diserahkan bebas darl segala Beban dan Pajak

diserahkan kosong

: Srrtanda tangan dibawah ini

Mnpat tinggal/Kedudukan di

irjaaa/iabatan

.j-.an iiii mcncrangkan roemberi kuasa penuh yang tidak dapat dtUrik kembali, juga tidak akan berakhir
:na scbab - sebab yang ditelapkan dalam Undang • Undang kepada: . .■

-kedudukan Jalan
:uk dan atas nama Pembcri K.uttsa bortindak scbagai penjual atas —

dengan kclcrangan seOagai borikut :

Icngan segala bangunan dan tinimin yang terdapat diatasnya milik dari
dengnn harga yang dianggap layak oleh Bank atiu badan laia. Untuk maksud

ersebut diatas yang diberi kuasa boleh melakukan segala tindakan tidak terkccualinya sampai terjadinya pea«
ualan .errnaksud, walaup- • untuk scsuatu tindakan diperlukao
uarat kuasa yang lebih sempurna dan tarscndiri, Xuasa mana yang barus dianggap telah termaktub datam

egala sesuatanya dengan hak subcitusinya kepada orang atau baduit lain . ■
urat kuasa ini merupakan bagian yang tak tcrpisahkan dari Akta Pcrjanjian Kredit. aomor.
ng dibuat antara — dengan pthak Bank pada tanggal

[knpa surat kuasa lersebut pcrjanjian tidak dapat dibuat
iraC Kuasa mulat belaku apabila lalat dalam pembayaran kredit nomoc

yang dibuat antara. ■ dan yang diberi kuasa (pihuk
B ink) dan apabila pthak Bank tidak bcrsedia untuk memperpanjang batas waktu pinjatnuit yg. tclah ditctapkan itu.

ari basil pcnjualun bcrsih setelah dipi>toiig alas btaya dan ongkos-ongkos lainnya, bunga pokok kredit, sisanya
d scrahkan kepada pemberi kuasa —
Sutat kuasa fni berakhir setelah pinjuman tiomor dilunasi

-19.

Pembcri kuasa.

"UK"



Sumedangf

Ldmpircjn .13

PERINCIAN BIAYA KREDIT.

4 a m a

'ekerjaan

Vlamat

PK.iNonsor

Besav* Kredit .

Sia^a biaya/Potongan :

EVofiei kredit R».

l^taris

Preei Acuransi

Sl^'dEDA

CAIiL A I'JVTA

rASAH

UIkO

Rp.

"Rtp® • .•••••••• "•/*"

Junilah yanp; dibayarkan Rp*
B«SSS*a-'*^SSSBSSSSSSS

Bank Pembangunan Daerah
Java Barat

Cabang Kunedasg.

Katsi Kredit



Larpplrtan

SURAT KBTERANGAN.

Deoa/Kels :

KKCAHATAN :

KEWEDANAAN :

KepalA Desa/Kel. borsama ini nnnerangkan, bahwa aeorans

bsmana pekerjaan tinggal beruaah dl ..

<?"sun Desa/Kal Xeeanatan ...

Kewedanaan Xabupatan

mikaudnya akan meninjaa uang kepada Bank Penbnngunan Daerah Jawa Bamt Cabang Suoe -

dang, untuk kaperluon

Adapun harta bendanya yang akan d^rtanggungkan sefaagai diuraikan dibawah ini :
cssasans3aasssossaso«a»aac»Bassassaaa^tssssnt8«sBSBassaect:ca»at5acasa«BBa«snnBaBa«»aaraBaoa

Atao ,t Nomor I Klae I xuaoi^a
Kama Perail S/b l/ja /

t  I

.1. .1. .1.

Utara

Bataa-bataanya

4!iDiur I Salatan I Banar*

Baagunan-bangunan ;/BerdirS4i atos Mrall No.
1. Runah : ii^ / lantal ..

atap : ..... , kayima .........

^pilyw* i M, mpumya .........x
2. Ruoah ; ..X.l....... lantal

a tap ; *{/'» .X.... .., luyunya
I^pxlyoonf *1 .....X ...x .yb. M, dapumya

3. Buaal} s/.A* ♦ lantal ,
atap I kaynnya

Papl^eon : ......x..yl,x...,.H, dpurnya

dlndlng

,.ukuxan ....x... x .... K.

X ...... K.

dlndlng ............

• ••••I ukumn .....x «.*.x .... H.

X .....X ..... H.

dlndlng

I ukuran K.

H.

Harta benda tersebut dlatas betul nlllknya Sdr.
tidak digadaikan atau dlportanggungkan bebas dari segala ikatan utang kepada orang
lain dan tldak nasuk dalnm sengketa %

Mengetahui/Kenyetujul :
Camat Kecamotan

19.

Kepala Oeaa/Kelurahan



iLOffpiran i5

Kr. KU. ItlV/r«.

SURAT KUASA

Yang bertandn tangan dl bawah ini :

N a ffl a

U n u r

Pekerjaan

Alanat

dcngan ini mnbori kuaaa penuh kepada :

N a m a :

U n u r

Pekerjaan

Alanat

dengan huk substitusi

untuk dan atas nana

JAWA BARAT di

atas :

jamin kepada SANK PBHBANaUNAN DASRAH

Kaka unt\^ WperlJiM-kMorluaiyyang dlnaksudi yang diberi kuasa berfaak untuk
tnenghadM k«x>ada siaSladan dynanapiui juga, ternasuk kepada Hotarie dan/atau
pejaba^yane berwenai^, nembwti menyuruh menbunt dan'aenanda tanganl sogala
suray-surat\ pemol^an-peraohonan dan nangajukannya meabuat/turut nenyele-
saUuinnya da^tiABdmda taiy^i akta-akta yang diperlukan dengan "namakai per-'
janjian-perjanjian dan syarat-syaratnya. — ————

Pemberi kuasa dengan ini menyatakan akan nenerima balk segala tindakan yang

dilakukan oleh penerima kuasa dan akan menerima pula segala akibatnya jika

Bank yang dimaksud melakukan tindakan yang diperlukan. — -——

• Yang diberi kuasa , Yang-memberi kuasa

Heterai

Hp. 1.000,—

{  ) C

MENGETAHUl :

Canat : Kepala Desa/Lingkungan

(  1 /



Lampirani^

BANK JABARtAK-iiA |^J^>JVK5{AmaN' / I'iiwluSIMAAN

SUMBDAt^G. •CANTOU r^UANG

T A N G G A 1. :

i)lTra<f».iA OAKI :

DIsaiAHKAN SEPAIJA :
harap diterina carans-oaTans/. surai .seperci »b.' rlibaurah ini-;

U R A I A N ^«or4aR i
in?UT I

..RANlfARNVA | SATUAX
I

Vang meneriRa,Vanv. menyerahkan.



Lamplran

METODE PERHITUNGAN BESARNYA KEBUTUHAN

MODAL KERJA UMUM

Untuk menetapkan kebutuhan modal keqa hanis dibedakan antara modal keija
keseluruhan dan modal keija inti;

Rumus yang dapat digunakan ialah;

1. Kebutuhan Modal Keija = Peniual^ Bersih
Keseluruhan/Perputaran Modal Keija Keseluruhan

2. Kebutuhan Modal Keqa = Peniualan Bersih
Perputaran Modal Keija inti

Langkah-langkah perhitungan modal keija;

A. Modal keija keseluruhan;

1. Menghitung perputaran masing-masing unsur modal keija keseluruhan yang

terikat pada seluruh harta lancar.

Rumus-rumus yang dapat digunakan:

a. Kecepatan perputaran uang tunm :

Penjualan bersih _

Rata-rata uang tunai

b. Kecepatan perputaran piutang;

Penjualan Kredit _

Rata-rata piutang



c. Kecepatan peq)utaran bahan baku :

Nilai bahan baku yang dipakai _

Rata-rata persediaan bahan baku

d. Kecepatan perputaran yang masih dikeijakan :

Biaya barang dalam proses

Rata-rata persediaan barang dalam proses

e. Kecepatan perputaran barang jadi _

Rata-rata persediaan barang jadi

2. Menghitung lamanya perputaran tiap-tiap unsur modal keija yang terikat

pada seluruh harta lancar.

Rumus-rumus yang dapat digunakan :

kali

a. Lamanya perputaran uang tunai;

365hari
Kecepatan perputaran uang tunai

b. Lamanya perputaran piutang:

365 hari ^
Kecepatan perputaran piutang

c. Lamanya perputaran bahan baku :

= kali

Kecepatan Perputaran bahan baku

kali



kali

d. Lamanya perputaran barang dalam proses :

365 hari
Kecepatan perputaran barang dalam proses

e. Lamanya perputaran barang jadi:

kali
Kecepatan perputaran barang jadi

3. Menghitung lamanya perputaran modal keija keseluruhan dengan jalan

memnjumlahkan lamanya perpuataran unsur-unsumya Qumlah dari hasil

langkah kedua).

4. Menghitung kecepatan perputaran modal keija keseluruhan dengan jalan

membagi 365 hari oleh hasil langkah ketiga.

Rumusnya;

365han__ ^
Lamanya perpuataran modal keija keseluruhan

5. Modal keija yang dibutuhkan dapat dihitung dengan jalan membagi jumlah hasil

penjualan bersih oleh kecepatan perputaran modal keqa keseluruhan (hasil

nomor/langkah 4).

Rumusnya:

365 hari

Kecepatan perputaran modal keija keseluruhan

= Modal keija keseluruhan yang dibutuhkan.



B. Modal Kerja Inti.

Langkah-langkah untuk menentukasn besamya modal keija inti pada dasamya

sama dengan langkah-langkah untuk menentukan besarnya modal keija

keseluruhan seperti tersebut di atas. Akan tetapi dalam hal ini hams

diperhitungkan kecepatan perputaran utang atau kredit jangka pendek dan

lamanya perputaran utang atau kredit jangka pendek.

Langkah tersebut ialah:

1. Menghitung kecepatan perputaran utang dagang, dengan rumus:

Jumlah pembelian kredit _

Rata-rata utang dagang

2. Menghitung kecepatan perputaran kredit jangka pendek dari Bank dengan

mmus:

Jumlah kredit yang digunakan ^
Rata-rata saldo kredit Bank.

3. Menghitung lamanya perputaran utang dagang dengan mmus :

= hari
Kecepatan perputaran utang dagang

4. Menghitung lamanya perpuataran kredit jangka pendek dari Bank dengan

mmus:

365hari

Kecepatan perputaran kredit Bank.
hari



5. Menghitung kecepatan perputaran modal keija inti dengan cara membagi 365

hari oleh selisih antara lamanya perputaran modal keija keseluruhan dengan

lamanya perputaran modal keija inti (hasil langkah ketiga ditambah basil

langkah keempat). Rumusnya ialah :

365 hari
h

Lamanya perpuatam mod^ keija keseluruhan
Lamanya perpuataran modal keqa mti.

ari

6. Jumlah atau besamya modal keija inti dapat dihitung dengan membagi hasil

penjualan bersih oleh hasil perhitungan langkah kelima. Rumusnya.

Hasil penjualanbersih ^ dibutuhkan
Kecepatan perpuataran modal keija inti.

Perhitungan modal kerja konstruksi

Kebutuhan kredit modal keija konstruksi yang dapat dibiayai maksimal sebesar:

a. Untuk pembayaran yang berdasarkan termyn maksimal

Contoh perhitungan:

Prestasi 25 % dibayar 20 %

Prestasi 55 % dibayar 50 %

Prestasi 80 % dibayar 75 %

Prestasi 100 % dibayar 95 %

Masa pemeliharaan 5 %



Besamya kredit adalah:

100 X 25% X RCP =

100 X 30% X RCP =

Jumlah kebutuhan =

Modal keija =

Modal keqa yang ada =

Kebutuhan modal keija

Konstruksi

IDC = .

kahutuhan kftfdi ̂

b. Untuk proyek yang pembayarannya sekaligus, yaitu :

-100% X RCP

- Dana sendiri =

Kebutuhan modal keija =

Konstruksi =

IDC

Kebutuhan kredit =

c. Untuk proyek yang pembayarannya prestasi bulanan (montlhy certificate),

kebutuhan modal keija didasarkan atas kebutuhan biaya untuk 2 bulan.



d. Untuk stand by loam (kredit konstniksi)

Perhitungan didasarkan pada SPK-SPK yang diterima selama satu tahun terakhir

serta penentuan besamya kebutuhan tertinggi (sesum dengan cash flow)

Catatan;

Untuk debitur yang mendapat fasilitas uang muka, maka hams diperhitungkan

sebagai faktor pengurang kebutuhan kredit.
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Keterangan Flow Chart

1 FPK ~ Formulir Permohonan Kxedit

2 DP = Dokumen Pendukimg

3 LHAK = Laporan Hasil Analisa Kredit

4 1 = Batas Kewenangan Kredit

5. SPnk = Sxirat Penolakan Kredit

6. SP3K = Surat Persetujuan Pemberian Permohonan Kredit

7_ RK - Rekomendasi

8 BPnK ~ Buku Penolakan Kredit

9. BPsK = Btiku Persetujuan Kredit

10. TS = TandaSetoran

U.TBS = Tanda Bukti Setoran

12. PBK = Princian Biaya Kredit

13. PK = Perjanjian Kredit

14. KPK = Keputusan Persetujuan Kredit

15.BPU = Baku Pengeluaran Uang
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t^^AuuAi;: ii^TG-p-to ?^p>^F.eD*rAW

5A(?AP- 9uMe.DA+J<3

Jl. PAN'S-gp-An vJUfN/ NO-89

<;uMec>A»^S

NO. PF.RTANYAAN YA/TIDAK

1. Adakan penelUian apakah pada.bank yang bcraang-
kutan lelah^mcmiliki pedoman/manual of operation
di bidang perkrcditan.

2. Apakah manual of operation yang ada tclah dapSt
dipakai secara mcmadai dibandingkan dengan volu
me kredit, jumlah naaabah debltur yang dikeloU-
nya?

3. Apakah para pcjabat kredit mempunyai pcngeUhu-
an/kecakapan yang scsuai dengan majlng-masing
tugas dan tanggung jawabnya?

v/

v/

4. Apakah tclah terdapat pcmbagian/wcwenang untuk
pemutuian pemberian kredit dari seorang pcjabat?

5. Apakah antara kredit analira (loan officer) dan
account officer diadakan pembagian kerja yang te-
gaa?

6. Apakah dalam, bank yang bertangkutan lelah ter-
(edia cukup peralatan-peralatan yang dipcrtukan
untuk mcnytmpan dokumcn-dokurncn perkrcditan
secara aman dan tertib?

7. Apakah dalam bank yang bersangkuian tidak ter^
dapat brokcr-broker/calo-calo untuk pcngurusan
permohonan kredit?

6.

9.

Apakah dalam bank yang benangkutan diadakan
mutasi pegawai/pejabat lecara leratur?

Apakah bank yang bcrsangkutan mempunyai law-
yer/pcnasehat hukum yang bonafide/tinggi rcpu-
tastnya?

10.

11.

12.

13.

14.

Apakah bank yang bcrsangkutan mempunyai lang-
ganan Notaris/publtc Accountant/Consultant yang
bonafide dan mempunyai reputasi yang tinggi?

Dalam mcmberikan kredit apakah bank yang bcr
sangkutan secara aktif raclalui project iden^^tor
untuk memilih nasabah-nasabah yang bonafide?

Dalam membertkan kredit apakah bank yang ber
sangkuian mcngadakan disentralisaai aektor eko-
nomi? .

Apikih dalam mclakukan penilatan barang jaminan
dUakukan oleh perusahaan appraisal {khuiuinya
proyek yang bciar)?

Apakah bank yang bcrsangkutan menerima laporan
keuangan posisi stock, laporan keglatan usahanya
darl nasabah secara leratur minimum I bulan satu
kali?



1
NO

I'KRTANY.VANYA/TIUAK

I'lApakah bpiiran kruangan dari para debuur yang
licsar sclahi diaudit public accountant?

Ifi.Apakah dalam pcnyuiunan Term of Refference
dalam pcnunjukan konsultan bank ikut aktif di
dalamnya?

—

17.Apakah Inspekai on the jpol ke tempat ujaha para
ticbitur dilakukan sccara tcratur dan terencana?✓

18.Dalam pcnetapan auku bunga kredit apakah terda-
pal diveriifikasi bunga menurut reaiko atas kredit
yang akan diberikannya?

19.Apakah oleh bank/eabang pemberi kredit aeeara
tertib/pcriodik diadakan penilaian kolektibaitaa
para debitumya? *

20.Apakah tingkat kollektlbilltai nasabah debltur-
nya di ataa 95%?

21.Apakah dalam bank yang bersangkutan tidak ler-
dapat juatu group naaabah yang memperoleh ber-
bagai kredit dalam jumlah yang relative betar?
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22.Apakah atas kredit yang diberikan selalu dicovcr/
ditutup dcngan jaminan kebendaan yang memadai?

23.Apakah setiap jaminan kredit dtiutup auurahiinya
dcngan bankers clause?V

24.Apakah bank yang bersangkutan mengusahakan
bank to bank information atas calon-calon naaabah
debitumya?i

I

25.Apakah rckenlng koran debitur nasabah selalu di-
kirim kc nasabah secara teratur hingga memungktn-
kan untuk diadakan rekonsiliasi secara teratur pula
oleh nasabah?

i

26.

.a

Apakah scmua kredit yang diberikan selalu dibuat-
kan ikatan perjanjian kredit yang lengkap?

27,Apakah scmua dokumen-dokumen asli, sertiflkat-
sertiflkat barang jaminan dan laln-Iain tclah disim*
pan dalam sirongToom yang tahan app

28.Apakah sistem pengarsipan dari bcrmacam-macam
dokumen yang mcnyangkut pcrkrediian tclah di-
arsipkan secara sistematis?

29.Apakah waktu yang dipcrlukan untuk raenghitung
bunga dan pcmbuatan nota dcbctnya lidak lebih
dari 3 hari sctclah saat bcrakfiirnva periodc perhi*
lungan bunga yang bersangkutan?

s/

30.Apakah setiap perjanjian kredit yang akan jaiuh
tempo tclah diproses penyelesaiannya/perpanjang-
an sehingga tidak ditemui adanya bVerdue?

^■Wo/xos,
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